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ABSTRAK

Wanprestasi merupakan pelanggaran yang tidak bertanggung jawab
atas kewajiban, didalam perjanjian pinjam meminjam bentuk wanprestasi
yaitu tidak membayarkan dana yang telah disepakati di awal perjanjian.
Menurut tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) di industri financial technology
peer-to-peer (fintech P2P) lending mengalami peningkatan selama tujuh
bulan pertama 2023, pada bulan februari 2023 di level 2,69 persen dan
tertinggi di bulan juli di level 3,47 . Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai
regulator adalah penyelengaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang
terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan dengan
menerbitkan peraturan Nomor 22 tahun 2023 Tentang perlindungan
konsumen dan masyarakat disektor jasa keuangan yang mempertegas
kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan Perilaku
pelaku jasa keuangan (PUJK).

Penulis yang meras tertarik kenudian mengangkat permasalahan
tersebut kedalam penelitian hukum yurudis empiris, dengan menggunakan
pendekatan perbandingan hukum, (statue approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach) yaitu dengan menelaah undang-undang
Pojk no 6 tahun 2022 dengan undang undang pojk nmor 22 tahun 2023.
Dengan di dukung data primer di peroleh dari hasil wawancara dengan
pegawai ojk, dan pelaku jasa keuangan Selanjutnya data-data yang telah
terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam bentuk kalimat-
kalimat yang berisi tentang penjelasan penyelesaian permasalahan
dalam penelitian ini.

xii



ABSTRACT

Default is a violation of irresponsible obligations. In a loan
agreement, a form of default is not paying the funds agreed upon at the
beginning of the agreement. According to the 90-day default rate (TWP90) in
the financial technology peer-to-peer (fintech P2P) lending industry, it has
increased during the first seven months of 2023, in February 2023 at the level
of 2.69 percent and the highest in July at the level of 3.47 . The Financial
Services Authority (OJK) as a regulator is implementing an integrated
regulatory and supervisory system for all activities in the financial sector by
issuing regulation Number 22 of 2023 concerning consumer and community
protection in the financial services sector which emphasizes the authority of
the Financial Services Authority in supervising the behavior of financial
services actors. (PUJK).

The author who felt interested then raised this problem into empirical
juridical legal research, using a comparative legal approach (statue
approach) and a conceptual approach (conceptual approach), namely by
examining the Pojk law no. 6 of 2022 with the pojk law no. 22 of 2023 .
Supported by primary data obtained from interviews with OJK employees and
financial services actors. Next, the data that has been collected is analyzed
descriptively qualitatively in the form of sentences containing explanations of
solving the problems in this research.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia saat ini tengah berada di era revolusi industri 4.0 yang
membuat teknologi menjadi basis utama dalam kehidupan manusia
serta membawa dampak yang luas terutama di sektor keuangan. Di
Indonesia sistem keuangan pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua
jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem keuangan non bank. Lembaga
keuangan yang masuk ke dalam sistem perbankan, yaitu lembaga
keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk kredit, simpanan atau bentuk-
bentuk lainnya, yang terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan
Rakyat. Adapun lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan
selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan
menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk
simpanan (non depository financial institutions).

Semakin berkembangnya teknologi tentu mengakibatkan
berkembangnya kehidupan manusia, diantaranya adalah perkembangan
teknologi informasi secara online yang menimbulkan berbagai inovasi
usaha salah satunya usaha yang memanfaatkan teknologi internet, yaitu
hadirnya perusahaan yang menawarkan jasa pinjaman uang secara
online yang lebih dikenal dengan Financial Technology (Fintech).
Kehadiran teknologi dalam jasa keuangan sudah tidak dapat
dihindarkan lagi oleh karena itu dalam pelaksanaanya perlu ada suatu
badan yang mempunyai otoritas untuk mengatur dan mengawasi
kegiatan jasa keuangan melalui teknologi.

Kegiatan yang paling umum digunakan oleh masyarakat adalah
pinjam meminjam uang. Hampir semua masyarakat telah menjadikan
kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat
diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan
perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.
Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah
membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian
dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit

1 Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 39.
1



perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank
konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang
memerlukan dana.

Namun, untuk memperoleh pinjaman uang itu tidaklah mudah.
Pihak Bank atau Kreditur tidak bersedia memberi pinjaman uang tanpa
adanya kepastian pelunasan pinjaman tersebut. Oleh karena itu
biasanya bank akan meminta jaminan kepada peminjam atau debitur.
Umumnya jaminan tersebut berupa benda/barang yang memiliki nilai
jual atau barang-barang berharga.

Kehadiran Financial Technology (Fintech) pada hakikatnya
untuk menjawab tantangan regulasi yang selama ini dirasakan sulit
meningkatkan penetrasi pinjaman ke semua lapisan masyarakat, karena
lembaga keuangan konvensional umumnya menggunakan prosedur
administrasi yang berbelit dan memakan waktu lama sehingga perlu
adanya lembaga baru yang dikenal dengan Financial Technology
(Fintech) atau yang dikenal dengan fintech lending yang mampu
memberikan layanan cepat dalam hitungan jam pinjaman sudah cair ke
rekening debitur.

Fintech Peer to Peer Lending atau layanan pinjam meminjam
berbasis online hadir dan menawarkan berbagai kemudahan-
kemudahan diantaranya tidak adanya jaminan sebagai Syarat yang
dibutuhkan selain itu layanan pinjam meminjam ini berbasis teknologi
informasi dengan menggunakan jaringan internet sehingga dapat di
akses dengan mudah, semua orang tidak perlu lagi datang ke suatu
tempat dan mengantri melainkan cukup mengakses dengan jaringan
internet. Adapun beberapa kemudahan lain yang ditawarkan

Pertama, proses peminjaman yang cepat, pinjaman online ini
menjadi pilihan yang tepat apabila membutuhkan dana secara cepat.

Kedua, persyaratan pengajuan sangat sederhana. Tidak

memerlukan persyaratan hanya berupa KTP, NPWP selayaknya bank,
pada pengajuan pinjaman online hanya memerlukan KTP saja.

Ketiga, akses yang sangat mudah. Cukup dengan smartphone
dan koneksi internet, sudah dapat mengakses aplikasi fintech layanan

2 Bahsan, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada., 2007), 2.



pinjam meminjam ini sehingga tidak perlu datang ke Bank dan
mengantri saat pengajuan permohonan pinjaman.

Keempat, besarnya keuntungan investasi yang di dapat pada
awal kemunculan memberi acuan bunga sebesar 5.57% namun, saat ini
bunga yang di tawarkan mencapai 10% bahkan lebih.®

Perusahaan Financial Technology (Fintech) menawarkan
pinjaman uang berbasis online dengan memberikan kemudahan dalam
meminjam uang yang dilakukan secara online dengan cara
mendownload aplikasi fintech tersebut. Adapun kemudahan yang
ditawarkan proses administrasi cepat, mudah, dan tidak ada jaminan
atau barang yang diagunkan.

Perkembangan fintech sendiri telah dimulai sejak tahun 2015
dimana banyak bermunculan perusahaan penyedia layanan keuangan
yang memanfaatkan teknologi informasi. Keberadaan fintech sudah
semakin diterima oleh masyarakat karena dapat menghadirkan beragam
layanan yang relatif menarik serta syarat yang mudah dipenuhi. Untuk
mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau
POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).*

Kemudahan peminjaman ini menjadikan masyarakat indonesia
memilih untuk menggunakan jasa pinjaman dana lewat pinjaman online,
didukung dengan semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan
uang secara cepat untuk memenuhi keperluannya, mengakibatkan
masyarakat memilih layanan perbankan yang dapat memberikan kredit
walaupun syarat dan prosedur yang harus dipenuhi. Dalam pinjam
meminjam ini tentunya berdasarkan suatu perjanjian secara umum diatur
dalam Buku Il Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Pengertian perjanjian itu sendiri dimuat di dalam Pasal 1313 yang
menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

3 Lengkap Ini Aturan Bunga Pinjol 0,3% dari OJK, https:/Aw.cnbcindonesia.com/market/20231111070656-

17-488209/lengkap-ini-aturan-bunga-pinjol-03-dari-ojk di akses pada 18 feb 2024 pukul 10.43
4 Marketplace Lending, “https://blog.investree.id/marketplace-lending/peer-to-peer-lending-mau-
investasi-nyaman- dan-berkah-pilih-skema-syariah/” Diakses pada tanggal 14 April 2022, pukul

22.00.

3


https://www.cnbcindonesia.com/market/20231111070656-17-488209/lengkap-ini-aturan-bunga-pinjol-03-dari-ojk
https://www.cnbcindonesia.com/market/20231111070656-17-488209/lengkap-ini-aturan-bunga-pinjol-03-dari-ojk
https://blog.investree.id/marketplace-lending/peer-to-peer-lending-mau-investasi-nyaman-dan-berkah-pilih-skema-syariah/
https://blog.investree.id/marketplace-lending/peer-to-peer-lending-mau-investasi-nyaman-dan-berkah-pilih-skema-syariah/
https://blog.investree.id/marketplace-lending/peer-to-peer-lending-mau-investasi-nyaman-dan-berkah-pilih-skema-syariah/

Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa di
mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu
saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Pengertian ini menyatakan
bahwa yang dimaksud dengan mengikatkan diri pada pihak lain untuk
melakukan sesuatu perbuatan.®

Seiring perkembangannya terdapat beragam Jenis fintech yang
beredar di masyarakat dalam hal ini yang banyak diminati ialah Fintech
Peer to Peer Lending: dengan Peer to Peer Lending setiap orang bisa
memberi atau mengajukan pinjaman untuk berbagai tujuan secara real
time tanpa menggunakan jasa dari lembaga perbankan. Pada dasarnya,
sistem peer to peer lending ini mirip dengan konsep marketplace online,
yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli
dengan penjual. Jenis layanan fintech peer to peer lending yang banyak
dipakai oleh masyarakat diantaranya pendanaan konsumtif yang pada
umumnya digunakan diluar kegiatan usaha dan pendanaan produktif
yang digunakan sebagai modal usaha.

Jumlah perusahaan fintech peer to peer lending pun terus
berkembang, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh OJK per 9
oktober 2023, total jumlah penyelenggara fintech peer to peer lending
yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 101 perusahaan.®

Fintech Peer to Peer Lending sebagai industri baru yang
muncul berkat kemajuan teknologi membuat aspek hukumnya masih
terus berkembang dan belum dapat ditampung dengan berbagai regulasi
yang ada. Masih banyaknya penyelenggar fintech peer to peer lending
ilegal ataupun yang belum terdaftar secara resmi di OJK namun, tetap
menyelenggarakan kegiatannya.’

Pada tahun 2023 Kredit macet lebih dari 90 hari atau tingkat

5 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet.22, (Jakarta: Intermasa, 2008), 1.

5Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Oktober 2023”
https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-
Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx. Diakses pada tanggal 7 februari 2024. Pukul 10.11.

7 Suhartini, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Fintech Ilegal di Indonesia Sebagai Upaya
Perlindungan Pada Konsumen," Jurnal AKRAB JUARA, Vol. 5:3 (Agustus 2020), 32.
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wanprestasi 90 hari (TWP90) di industri financial technology peer-to-
peer (fintech P2P) lending mengalami peningkatan selama tujuh bulan
pertama 2023. Data Statistik P2P Lending edisi Juli 2023 yang
dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Jumat (1/9/2023)
menunjukkan kredit macet agregat pinjaman onlin atau pinjol terus
mendaki hingga Juli 2023, meski pernah membaik pada Februari 2023
di level 2,69 persen. Selama tujuh bulan 2023, OJK melaporkan tingkat
wanprestasi 90 hari di titik tertinggi berada pada Juli 2023 yang
mencapai 3,47 persen.

Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang
sama tahun lalu, di mana pada masa itu TWP90 fintech P2P lending
berada di level 2,67 persen. Secara terperinci, pada bulan pertama 2023,
TWHP90 agregat pinjol berada di level 2,75 persen. Kemudian membaik
pada Februari 2023 di angka 2,69 persen. Lalu, kredit macet naik
menjadi 2,81 persen dan 2,82 persen masing-masing pada Maret 2023
dan April 2023. pada Mei 2023—Juni 2023, kondisinya menjadi 3,36
persen dan 3,29 persen. Serta, pada Juli 2023 menyentuh 3,47 persen
secara agregat® Kenaika tersebut menunjukan bahwa terjadi
peningkatan pelangaran pada layanan fintech ini. Lahirnya perusahaan-
perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam berbasis
fintech mendorong regulator mekanisme penagihan kredit macet
dengan mengunakan cara non hukum yaitu dengan jasa debt collector.

OJK mencatat pengaduan penagihan atau debt collector di
sektor financial technology peer-to-peer (fintech P2P) lending yang
bererkaitan dengan layanan perilaku petugas penagihan pinjol pada
Januari 2022 sampai Januari 2024 mencapai 4.298 pengaduan pada
periode tersebut, pengaduan ini menjadi layanan bermasalah tertinggi
yang masuk lima besar di sektor fintech P2P.°

Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah hadir dengan
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tertinggi-tahun-ini Diakses pada tanggal 7 februari 2024. Pukul 14.27.

9 OJK Terima 4.298 Pengaduan Soal Cara Debt Collector Pinjol Tagih Utang
https://m.bisnis.com/amp/read/20240203/563/1737953/0jk-terima-4298-pengaduan-soal-cara-
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membentuk badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan: OJK dibentuk dengan
tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

Dengan tujuan agar terselenggara secara teratur, adil,
transparan, dan akuntabel. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang
tumbuh secara berkelanjutan dan setabil. Mampu melindungi
kepentinngan konsumen dan masyarakat

Otoritas jasa keuangan (OJK) menerbitkan peraturan Nomor 22
tahun 2023. Tentang perlindungan konsumen dan masyarakat disektor
jasa keuangan yang mempertegas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan
dalam melakukan pengawasan Perilaku pelaku jasa keuangan (PUJK)
dalam mendesain, menyediakan informasi, menyampaikan informasi,
memasarkan, membuat perjanjian, dan memberikan layanan atas
produk dan/atau layanan serta melakukan penanganan Pengaduan dan
penyelesaian Sengketa. Pearaturan tersebut sekaligus menggantikan
POJK Nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konnsumen dan
masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Penerbitan POJK ini merupakan tindak lanjut atas amanat
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sekaligus menggantikan POJK
Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan
Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta menyempurnakan beberapa
POJK lainnya, penguatan pelindungan konsumen dan masyarakat yang
tercakup dalam POJK ini.

Penyesuaian cakupan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dan
prinsip pelindungan konsumen. Larangan menerima sebagai konsumen
dan/atau bekerja sama dengan pihak yang melakukan kegiatan usaha di
sektor keuangan yang tidak memiliki izin dari OJK. Hak dan kewajiban
calon konsumen, konsumen dan PUJK serta larangan bagi PUJK.
Pencantuman  biaya dan  komisi/imbalan  kepada  agen
pemasaran/perantara dalam perjanjian. Mekanisme penagihan dan
pengambilalihan/penarikan agunan oleh PUJK untuk produk dan/atau
layanan kredit dan pembiayaan. Penyesuaian jangka waktu layanan
pengaduan bagi PUJK. Pelindungan data dan/atau informasi dan
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kewajiban memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan
siber. Pengawasan perilaku PUJK (market conduct). Penguatan
pengaturan terhadap kegiatan penyediaan, penyampaian informasi dan
pemasaran pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi
(PAYDI). Pengajuan keberatan terhadap sanksi administratif yang
dikeluarkan oleh OJK. Penguatan kewenangan OJK dalam melakukan
gugatan perdata.

Guna mewujudkan perekonomian nasional yang mampu
tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam
sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan,
dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang
tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi
kepentingan konsumen dan masyarakat.°

Adapun yang dimaksud dengan layanan pinjam meminjam
uang berbasis teknologi informasi berdasarkan, Pasal 1 angka 3
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,
menyebutkan: Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk
mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam
rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang
rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan
jaringan internet.

Untuk mengatur lebih jauh terkait kegiatan pinjam meminjam
uang. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga
yang bergerak di sektor jasa keuangan tentu harus melaksanakan tugas
pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor
perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan,
fintech dan lembaga jasa keuangan lainnya antara lain melakukan
pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan
tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, serta penunjang
kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam perundang-
undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan

10 Konsideran pada bagian menimbang huruf a Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang
otoritas jasa keuangan.



kepada lembaga jasa keuangan.

Meskipun layanan pinjam meminjam berbasis fintech ini
bertujuan untuk mempermudah dan memberikan keuntungan bagi para
pihak, adanya risiko yang tidak bisa di hindari pihak kreditur. Risiko
atau resicoleer, yaitu seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian
jika ada kejadian di dalam kesalahan salah satu pihak, atau dengan
bahasa yang sederhana risiko adalah kerugian yang ditimbulkan atas
kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda menjadi objek
perjanjian. Dalam penyelenggaraan layanan pinjam berbasis fintech ini,
ada berbagai risiko yang dapat terjadi terutama bagi pihak kreditur
sebagai pemberi pinjaman.!

Terjadinya gagal bayar pada kegiatan pinjam meminjam
berbasis fintech, maka penyelenggara pada dasarnya memiliki
hubungan hukum secara langsung yang membuat risiko dapat
berpindah ke penyelenggara. Hal tersebut karena penyelenggara
menganalisis, menyeleksi, dan menyetujui pinjaman yang diajukan oleh
penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman.
Namun, pada faktanya pihak penyelenggara tidak ikut bertanggung
jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Hal ini jelas bertentangan
dengan sebagaimana yang diatur dalam POJK  Nomor
77/POJK.01/2016 pasal 37 Penyelenggara wajib bertanggung jawab
atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian,
Direksi oleh pegawai penyelenggara

Pada dasarnya peran OJK dalam hal pengawasan sebagai
lembaga yang berwenang di sektor jasa keuangan dalam rangka
mitigasi  risiko-risiko dalam Peer to Peer lending. Semua
penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis fintech ini harus
dapat melindungi kreditur pinjaman online agar dana kreditnya kembali
dengan keluarnya peraturan POJK nomor 22 tahun 2023 yang
menggatikan POJK Nomor 6 tahun 2022, mengingat kreditur pinjaman
online memiliki potensial dirugikan, dengan budaya masyarakat yang
menunda untuk membayar pinjaman.

11 Zaitul amina, “Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat Dari
Pengalaman di Negara Lain," Jurnal Akunesa Vol 1, No 1, (2012) Universitas Negeri
Surabaya, him. 85. Diakses pada tanggal februari 2024, pukul 21.09
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Pada saat ini juga dapat dilihat baik di website atau aplikasi
layanan pinjaman online, terdapat dengan resiko bagi pengguna,
adapun resikonya diantaranya:

Pertama, layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi
Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman
dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari
kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing
pihak.

Kedua, risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya
oleh pemberi pinjaman, tidak ada lembaga atau otoritas negara yang
bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

Hal tersebut menimbulkan adanya keterbatasan tanggung
jawab dari pihak penyelenggara yaitu kreditur sebagai penyedia dana
dapat mengalami kerugian sepenuhnya dari pendanaan yang disalurkan
kepada debitur, karena wanprestasi. Indonesia sebagai negara hukum
sudah sepatutnya memberikan perlindungan bagi seluruh warganya
dalam sektor jasa keuangan termasuk bagi kreditur sebagai salah satu
pengguna jasa keuangan dalam layanan pinjam meminjam online.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas,
maka penulis tertarik untuk meneliti skripsi dari sisi kreditur sebagai
pemberi pinjaman yang dirugikan karena belum terlindungi secara
penuh oleh undang undang, dengan judul “Perlindungan hukum
terhadap kreditur pinjaman online”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya kreditur pinjaman online dalam menyelesaiakan
wanprestasi debitur pinjaman online sebelum dan sesudah
keluarnya POJK nomor 22 Tahun 2023?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pinjaman
online dalam menyelesaikan wanprestasi debitur sebelum dan
sesudah keluarnya POJK nomor 22 Tahun 2023?

C. Tujuan penelitian.

1. Untuk mengetahui upaya kreditur pinjaman online jika terjadi
wanprestasi debitur pinjaman online sesudah keluarnya POJK
nomor 22 tahun 2023.

2. Untuk mengatahui perlindungan hukum kreditur pinjamanan online
9
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dalam menyelesaikan wanprestasi debitur sebelum dan sesudah
keluarnya POJK nomor 22 Tahun 2023

. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diinginkan dapat bermanfaat yang diperoleh,
terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Kegunaan yang diperoleh dari
penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan penyelesaian atas
masalah yang sedang diteliti dan dapat membantu pemikiran
mengenai peningkatan dan pengembangan serta menemukan
konsepsi hukum yang berada di tengah tengah khususnya mengenai
perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam sistem FinTech
Peer to Peer.

2. Manfaat Praktis

Sebagai referensi pihak-pihak yang berkaitan dengan pinjaman
online seperti warga negara Indonesia, perusahaan Fintech sebagai
kreditru serta OJK sebagai regulator. Informasi untuk penulis serta
masyarakat tentang praktek Fintech Lending dan mampu memberi
pemahaman mengenai sistem perlindungan huku bagi kredotur dan
debitur pinajaman dengan sistem fintech

. Telaah pustaka

Dalam telaah pustaka ini penulis melakukan penelusuran
terhadap penelitian- penelitian yang telah ada dan memiliki kesamaan
namun, ada perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis.
Penelitian-penelitian yang telah ditelusuri dan ditemukan dengan
penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nynda Fatmawati Octarina,
dengan Judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam
Pinjam Meminjam Uang Tanpa Agunan Berbasis Teknologi
Informasi” meneliti memiliki kesamaan yaitu tentang Kedudukan
kreditur dalam pinjam meminjam uang tanpa agunan berkedudukan
sebagai kreditur konkuren. adapun berbedaan perbedaan yaitu fokus
peneliti ambil yaitu problem perlindungan perbandingan sesudah dan
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sebelum pojk nomor 22 tahun 2023 2"

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Alfhica Rezita Sari dengan
judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam
Penyelenggaraan Financial technology Berbasis peer To Peer Lending
di Indonesia” meneliti memiliki persamaan yaitu tentang perlindungan
hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan financial
technology berbasis Peer to Peer lending di Indonesia dan
keterbatasan tanggung jawab pihak penyelenggara fintech Peer to Peer
lending jika terjadi gagal bayar. Namun penelitian ini juga memiliki
perbadaan yaitu fokusnya pada penyelesaian sengketa oleh debitur
karena wanprestasi 13

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Cheppy Anugrah, dengan
judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Financial Technology
(Fintech) dalam Perusahaan Peer To Peer Lending” menelitian ini
memeiliki persamaan yaitu tentang pengaturan fintech dan upaya
penyelesaian yang dapat ditempuh oleh kreditur apabila mengalami
kerugian dan bagaimana batasan suku bunga di dalam fintech Peer to
Peer lending, adapun perbedaannya yaitu fokusnya peneltian nya
perbandingan peraturan yaitu POJK nomor 22 tahun 2023

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh K.M. Syarif Hidayatullah,
dengan judul “Analisis Hukum Perlindungan Bagi Lender (Pemberi
pinjaman) dalam Bisnis Fintech Peer To Peer Lending”. Persamaan
menelitian yaitu tentang bagaimana perlindungan hukum dan
penyelesaian sengketa bisnis dalam Peer to Peer lending bagi pemberi
pinjaman dalam hal ini kemungkinan terjadinya pelanggaran hak dari
para pihak. Adapun perbedaan nya yaitu fokus peneliti ambil yaitu
problem perlindungan perbandingan sesudah dan sebelum POJK

2 Nynda Fatmawati Octarina,”Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Pinjam
Meminjam Uang Tanpa Agunan Berbasis Teknologi Informasi” skripsi Universitas Narotama
Surabaya (2021)

13 Alfhica Rezita Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan
Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia,” Skripsi Universitas Islam
Indonesia (2018).

14 Cheppy Anugrah, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Financial Technology (Fintech)
Dalam Perusahaan Peer to Peer Lending,” Skripsi Universitas Jember (2019).
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nomor 22 tahun 2023

Kelima, Skripsi yang di tulis oleh Siti Nur Khadijah

“Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Dana dalam Sistem Fintech
Peer To Peer Lending” menelitian ini memiliki persamaan yaitu
tentang hukum bagi pemberi pinjaman dalam sistem P2PL namun juga
terdapat perbedaan yaitu POJK no.10/POJK.05 tahun 2022 tentang
pembiayaan bersama layanan TlI dan POJK no.6/POJK.06/2022
sedangkan fokus penelitian yang peneliti ambil yaitu problem
perlindungan perbandingan sesudah dan sebelum pojk nomor 22 tahun
202316

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian yang digunakan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah metode
yang fokus terhadap pengamatan yang  mendalam terhadap
fenomena atau isu hukum sehingga dapat menghasilkan sebuah
kajian yang lebih komprehensif. Terdapat delapan jenis penelitian
kualitatif, yakni etnografi, studi kasus, studi dokumen/teks,
observasi alami, wawancara terpusat, fenomenologi, grounded
theory dan studi sejarah

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
adalah penelitian Yuridis-Empiris, dalam tipe penelitian ini menitik
beratkan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma dalam hukum
positif. Jenis penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara
mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti
undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi
konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan
yang akan dibahas di dalam skripsi ini.!” Penulisan skripsi ini dikaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

15 K.M. Syarif Hidayatullah, “Analisis Hukum Perlindungan Bagi Lender (Pemberi Pinjaman)
Dalam Bisnis Fintech Peer to Peer Lending,” Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang

(2020).

16 Siti Nur Khadijah, Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Dana Dalam Sistem Fintech Peer
To Peer ending” Universitas Medan Area Medan (2022)
17 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), 55.
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kemudian dihubungkan dengan realita hukum yang ada.

Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian skripsi ini menggunakan
metode perbandingan hukum, pendekatan perundang-undangan
(statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Pendekatan perundang-undangan (statue approach)
yaitu pendekatan masalah dengan menelaah semua undang-undang
dan regulasi yang saling bersangkut paut dengan isu hukum yang
tengah ditangani.’® Pendekatan perundang-undangan ini terbatas
pada satu produk hukum yang akan dikaji tetapi dapat dikaitkan
dengan undang-undang lain yang saling berkaitan terhadap
terhadap masalah yang terjadi. Pendekatan perundang-undangan
dilakukan untuk meneliti aturan-aturan terkait perlindungan hukum
terhadap nasabah bank pengguna layanan mobile banking (m-
banking). Terkait pendekatan konseptual (conceptual approach)
dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang
ada.’® Hal ini dikarenakan belum atau tidak adanya aturan hukum
yang konkret untuk masalah-masalah yang dihadapi. Pendekatan
ini dilakukan untuk menganalisa rumusan masalah tentang upaya
hukum yang perlu dilakukan oleh nasabah bank pengguna layanan
mobile banking yang merasa dirugikan.

4. Jenis dan Sumber hukum

1. Jenis Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer
adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam
hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan
perundang-undangan, catatan catatan resmi, atau risalah
dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.?’ Dalam
penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer
sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

18 1bid, 137.
19 1bid, 177.

20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Universitas Indonesia, 1984),

54.
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b. Praturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
22/POJK.01/2023 tentang perlindungan konsumen dan
masyarakat di sektor jasa keuangan (POJK PKM SJK)

c. Praturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.
10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama
berbasis teknologi informasi

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan

e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan

f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam
Berbasis Teknologi Informasi

2. Jenis Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang
mendukung dan memperkuat bahan hukum primer
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang
ada sehingga dapat di lakukan analisis dan pemahaman yang
lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar
hukum menghasilkan analisis hukum yang baik.?

a) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di
gunakan sebagai bahan hukum primer;

b) Buku buku literatru bacaan yang menjelaskan mengenai
fintech pinjaman online

¢) Hasil penelitian dan

d) pendapat ahli yang kompeten

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian membutuhkan data yang
lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul
benar-benar memiliki validitas yang cukup tinggi, yaitu:

a. Studi Kepustaka
Studi  kepustakaan  merupakan  metode  yang

21 1bid,141.
14
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dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Penulis
memperoleh data melalui dokumen- dokumen, baik dokumen
tertulis maupun dokumen elektronik.

b. Studi lapangan

Penulis  melakukan  studi  lapangan terhadap
permasalahan yang dibahas, penelitian lapangan ini digunakan
untuk melengkapi bahan yang diperolen dalam studi
kepustakaan yaitu penulis melakukam Riset wawancara ke
dengan menemukan nasabah financial tecnologi.

6. Analisis Data

Pada penelitian hukum yuridis dilakukan penelaahan data
sekunder, dan biasanya data yang disajikan berikut dengan
analisanya?* Metode

analisis data yang dilakukan adalah analisa kualitatif, yaitu dengan

a. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier
yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas

b. Pemilahan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan tersebut
agar sesuai dengan masing-masing permasalahan

¢. Pengolahan dan penginterpretasian data untuk menarik
kesimpulan dari permasalahan

d. Pemaparan kesimpulan, dalam hal ini kesimpulan kualitatif,
yang dituangkan ke dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini penulis menyajikan 5 bab
yang memberikan gambaran menyeluruh agar tidak keluar dari pokok
masalah yang telah ditentukan, maka untuk mempermudah
pembahasannya disusun berdasarkan sistematika pembahasan yang
masing-masing bab dan sub bab diuraikan sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan, berisi penjelasan latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

22 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum ", (Depok : Universitas Indonesia Press,

1994), 69.
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telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab Il Tinjauan Tentang Financial Technology dan
perlindungan hukum merupakan Tinjauan umum yang di dalam
bab ini penulis menyajikan tentang Pengertian Financial
Technology, perlindungan hukum.

Bab 111 Mengenai Upaya Kreditur Pinjaman Online
Dalam Menyelesaiakan Wanprestasi Debitur merupakan bab
yang di dalam bagian ini penulis memaparkan terkait upaya
kreditur pinjaman online dalam menyelesaikan wanprestasi debitur
financial tecnologi sebelum dan sesudah POJK Nomor 22 Tahun
2023

Bab IV Aspek Perlindungan Hukum Bagi Kreditur
Pinjaman Online dalam menyelesaikan wanprestasi Debitur
merupakan bab yang berisi pemaparan hasil penelitian dan analisis
terkait Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Financial
Technology sebelum dan sesudah POJK No 22 tahun 2023

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan
tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan
dilengkapi dengan saran rekomendasi dari hasil penelitian.

16



BAB II
TINJAUAN TENTANG FINANCIAL TECHNOLOGY DAN PERLINDUNGAN
HUKUM

A. Financial Technology

Fintech merupakan singkatan dari kata Financial Technology,
yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi
keuangan. Secara sederhana, Fintech dapat diartikan sebagai
pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan
layanan di industri keuangan. Definisi lainnya adalah variasi medel
bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk
meningkatkan industrri layanan keuangan.?

1. Pengertian financial technology

Bank Indonesia mendefinisikan Fintech sebagai fenomena
gabungan antara teknologi dan aspek keuangan yang mengubah
model serta mengatasi hambatan dalam model keuangan yang tidak
kuat. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan pemain
dalam penyediaan layanan dan mendukung inklusi keuangan.
Fintech merupakan representasi dari industri baru yang
mengintegrasikan segala inovasi dalam sektor jasa keuangan yang
telah terjadi melalui kemajuan teknologi. Fintech berfokus pada
sektor jasa keuangan dan terus berkembang untuk memanfaatkan
seluruh teknologi yang telah digunakan dalam industri tersebut.?

Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan
bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
(fintech) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk
mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman
dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata
uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan
menggunakan jaringan internet.?

23 Mengenal financial technology, https://www.bi.go.com/edukasi/Pages/mengenal-Financial-
Teknologi.aspx di akses pada 18 april 2024 pukul 10.48

24 Edukasi dan Perlindungan Konsumen. www.bi.go.id/id/edukasi-
perlindungankonsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx di akses pada 18
april 2024 pukul 11.01

2% peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Perlindungan Konsumen dan
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Bank Indonesia juga memberikan definisi tentang Teknologi
Finansial. Fintech diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank
Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan
Teknologi Finansial yang menyatakan bahwa Teknologi Finansial
adalah penggunaan teknologi dalam ranah sistem keuangan yang
menghasilkan produk layanan, teknologi, model bisnis baru, dan
dapat memiliki dampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem
keuangan, serta efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan
sistem pembayaran.?

Menurut National Digital Research Centre (NDRC), istilah
fintech merujuk pada inovasi yang menggunakan teknologi modern
untuk mengelola keuangan melalui teknologi finansial. Fintech
didefinisikan sebagai layanan inovatif dalam sektor jasa keuangan
yang beroperasi secara online, mencakup produk seperti
pembayaran tagihan listrik, pembayaran cicilan kendaraan, dan
premi asuransi yang dapat dilakukan secara daring. Pengiriman uang
dan pengecekan saldo melalui layanan perbankan seluler juga
termasuk dalam kategori produk fintech.?’

Fintech berasal dari gabungan kata "financial technology"
atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research
Centre (NDRC) di Dublin, Irlandia, fintech didefinisikan sebagai
"inovasi dalam layanan keuangan" yang melibatkan penggunaan
teknologi modern. Fintech membawa inovasi dalam sektor
keuangan dengan memanfaatkan teknologi terkini. Transaksi
keuangan yang melibatkan fintech mencakup pembayaran, investasi,
peminjaman uang, transfer dana, perencanaan keuangan, serta
perbandingan produk keuangan.?®

Menurut Fintech Weekly, fintech didefinisikan sebagai
bagian dari industri bisnis yang bergantung pada perangkat lunak
untuk menyediakan layanan keuangan. Perusahaan fintech

Masyarakat Sektor Jasa Keuangan (POJK PKM SJK)

26 peraturan bank Indonesia, nomor 19 Tahun 2017, tentang penyelenggaraan teknologi finansial
27 Hendra Kusuma, Perkembangan financial technologi berdasarkan perspektif ekonomi islam,
jurnal Universitas Pawyatan Daha Kediri, Volume 4, No. 2, Desember 2020, 142.

28 Ernama Santi, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor
3, Tahun 2017, 2.
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umumnya merupakan startup yang didirikan dengan tujuan
mengubah sistem keuangan yang kurang mengandalkan perangkat
lunak.?

Dari pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa fintech
adalah inovasi dalam layanan jasa keuangan yang menggunakan dan
mengandalkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi dalam pelayanan dan transaksi keuangan.

Perkembangan fintech telah berdampak luas pada berbagai
sektor industri keuangan, termasuk perbankan, pasar modal,
asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Dalam beberapa dekade
terakhir, penggunaan teknologi dan informasi dalam layanan
keuangan bertujuan untuk menghadirkan inovasi, meningkatkan
efisiensi infrastruktur teknologi, serta meningkatkan stabilitas,
ketahanan, dan keamanan sistem keuangan. Saat ini, financial
technology menawarkan berbagai layanan baru yang inovatif
melalui platform digital.*

2. Jenis-Jenis Fintech
Diantara jenis-jenis financial technologi yaitu :

a. Peer to Peer Lending

Peer to Peer Lending (P2PL) adalah sebuah
platform yang menghubungkan pemberi pinjaman dan
peminjam melalui internet. Melalui P2PL, pemberi
pinjaman dan peminjam dapat berinteraksi secara langsung
tanpa perantara tradisional seperti bank. Platform ini
memberikan mekanisme untuk manajemen kredit dan risiko.
Dengan demikian, P2PL membantu pemberi pinjaman dan
peminjam untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka dan
menggunakan dana secara efektif. Beberapa contoh P2PL
yang terdaftar resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik
Indonesia (OJK) meliputi Kredivo, Investree, Cicil, dan

2 Hendra Kusuma, Perkembangan financial technologi berdasarkan perspektif ekonomi islam,
jurnal Universitas Pawyatan Daha Kediri, Volume 4, No. 2, Desember 2020, 140.

30Ana Toni Roby Candra Yudha, Fintech Syariah:Teori dan Terapan (Surabaya: Scopindo
Media Pustaka, 2020), 2.
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Modalku.%!

Crowdfunding

Crowdfunding adalah suatu bentuk teknologi
keuangan di mana konsep atau produk, seperti desain,
program, konten, atau karya kreatif, diperkenalkan kepada
masyarakat umum, dan dukungan keuangan dapat diberikan
oleh individu yang tertarik untuk mendukung konsep atau
produk tersebut. Crowdfunding dapat digunakan untuk
mengatasi kebutuhan finansial perusahaan serta mengukur
minat pasar. Beberapa contoh platform crowdfunding yang
ada di Indonesia termasuk Kitabisa, Santara, dan Bizhare.*?

Payment Gateway
Gerbang pembayaran atau payment gateway adalah

platform fintech yang menyediakan layanan keuangan berupa
metode pembayaran atau transfer dana antara pengguna.
Payment gateway dalam fintech menghubungkan bisnis e-
commerce dengan berbagai bank, memungkinkan pembeli
dan penjual untuk melakukan transaksi secara aman dan
efisien. Salah satu bentuk layanan financial technology lain
dalam kategori ini adalah e-wallet atau dompet digital.
Dompet digital memungkinkan pengguna untuk menyimpan
uang di dalam aplikasi dan melakukan transaksi kapan pun
dan di mana pun diperlukan. Selain kemudahan penggunaan,
pengguna e-wallet juga tidak perlu khawatir dengan
perubahan uang tunai. Beberapa contoh e-wallet yang umum
digunakan termasuk OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan
LinkAja.*
Manajemen Risiko dan Investasi

Manajemen risiko dan investasi dalam fintech dapat
membantu Anda dalam membuat keputusan terkait langkah-
langkah keuangan tertentu, seperti memonitor kondisi
keuangan dan merencanakan keuangan dengan lebih mudah
dan praktis. Beberapa perusahaan fintech yang populer di

31 Ana Toni Roby Candra Yudha, Fintech Syariah:Teori dan Terapan, 9.

%2 1bid.
% 1bid.
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Indonesia dalam bidang investasi dan manajemen risiko
antara lain Bibit, Bareksa, Cekpremi, dan Pasarpolis.
Melalui berbagai teknologi keuangan ini, kita dapat
mengalokasikan dana yang dimiliki ke dalam instrumen
investasi atau asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan
tujuan keuangan kita.>

3. Perjanjian Pinjam Meminjam

Pengertian perjanjian diatur dalam bagian title 11 Buku
ketiga KUHP Perdata, sementara perjanjian secara khusus diatur
dalam bagian title XVIII Buku ketiga. Pasal 1313 KUH Perdata
menjelaskan bahwa "Perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang
lain atau lebih." Menurut R. Subekti, yang merujuk pada isi Pasal
1313 KUH Perdata, "Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana
seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling
berjanji untuk melaksanakan suatu hal.®

Pengertian di atas menjelaskan bahwa perjanjian yang
dilakukan menciptakan hubungan hukum yang mengikat antara para
pihak yang terlibat. prinsipnya setiap perjanjian yang dibuat oleh
para pihak harus memenuhi kewajibannya secara timbal balik, di
mana pihak yang pertama berkewajiban memberikan hak terhadap
prestasi tersebut. Ahmad Ichsan memberikan ulasan sebagai berikut:
"Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan di antara dua
pihak atau lebih, di mana pihak yang satu berkewajiban memberikan
suatu prestasi, atas mana pihak yang lain memiliki hak terhadap
prestasi tersebut.

Dari pengertian tersebut, M. Yahya Harapkan memberikan
pendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan harta kekayaan
atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan
kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi, sementara
sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasi
tersebut.®’

% 1bid.

% R.Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1989,1.
3 Ahmad ichsan, Hukum Perdata IB, IP. Pembimbing Masa, Bandung, 1982, 6.
37 M.Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni Bandung, 1982, 6.
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Dengan kata sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian,
maka kedua pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri
bentuk perjanjian. Hal ini sesuai dengan sistem terbuka yang dianut
dalam KUH Perdata.

Karakteristik perjanjian Pinjam Meminjam di fintech

Perjanjian kredit telah diatur dalam Bab 11l KUH Perdata.
Ketentuan umum dalam pinjam-meminjam yang terdapat dalam
KUH Perdata yang dapat digunakan untuk perjanjian kredit fintech
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok
Perbankan.®®

Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa pinjam-
meminjam adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan kepada
pihak lain sejumlah barang-barang yang habis karena pemakaian,
dengan syarat bahwa pihak kedua akan mengembalikan jumlah yang
sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Kriteria untuk perjanjian
pinjam-meminjam adalah ketika barang yang dipinjamkan habis
karena pemakaian.

Pasal 1755 KUH Perdata menjelaskan bahwa berdasarkan
perjanjian pinjam-meminjam tersebut, pihak yang menerima
pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam, jika barang itu
musnah, maka tanggung jawab atas kerusakan itu berada pada pihak
yang menerima pinjaman. Contohnya, dalam peminjaman uang,
utang tersebut terdiri dari jumlah uang yang disebutkan dalam
perjanjian. Jika sebelum pelunasan terjadi kenaikan atau penurunan
harga terjadi perubahan dalam nilai mata uang, maka pengembalian
jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang
berlaku pada saat pelunasan. Dalam konteks tersebut, prinsip itikad
baik harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan suatu perjanjian,
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 (3) KUH Perdata.*

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Mariam Darus
Badrulzaman, yang menyatakan bahwa:

% Sutan Remy Sjahdeini, “Kebebasan Berkontak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para
Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia”, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993,

155.

39 Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1985, 125.
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“Mengenai akad kredit yang terdapat dalam UU Perbankan,
bahwa dasar akad kredit adalah akad pinjam meminjam
sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata,
mencakup barang-barang konsumsi, termasuk uang. Akad ini
menjadikan peminjam sebagai pemilik sementara atas barang
yang dipinjam dan harus mengembalikannya kepada pemberi
pinjaman dalam bentuk yang sama.*

Menurut Pasal 1765 KUH Perdata, "Meninjamkan dengan
bunga" menyatakan bahwa "adalah diperbolehkan memperjanjikan
dengan bunga atas peminjaman uang atau barang lain yang habis
karena pemakaian." Jika telah disepakati untuk membayar bunga,
maka bunga tersebut harus dibayar hingga saat pengembalian atau
"penitipan" uang pokoknya.*!

Perjanjian pinjaman kredit daring merupakan perjanjian
baku. Adapun ciri-ciri perjanjian baku adalah:

1. lIsinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang
memiliki posisi ekonomi kuat

2. Masyarakat yang berposisi sebagai debitur sama sekali
tidak ikut serta menentukan isi perjanjian

3. Ditekan oleh kebutuhannya, debitur merasa terpaksa
untuk menerima perjanjian tersebut.

4. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan
kolektif.*2

Menurut penjelasan Mariam Darus Badrulzaman, ciri-ciri
tersebut menjelaskan bahwa "Perjanjian baku tidak memperhatikan
prinsip konsensualisme dan tidak mempertimbangkan kondisi dari
pihak debitur, karena perjanjian ini tidak memenuhi persyaratan
yang diatur oleh Pasal 1320 bersama Pasal 1338 KUH Perdata.
Prinsip konsensualisme ini sangat berkaitan erat dengan prinsip
kebebasan berkontrak (contractvrijheid) dan prinsip kekuatan
mengikat. Dalam konteks perjanjian baku, tujuan dari ketentuan
tersebut adalah untuk melanggar prinsip konsensualisme dan tidak

40 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 2004, him. 110-111.
41 Subekti, Aneka Perjanjian, op cit.,128-129.
42 Sutan Remy Sjahdeini, Loc.Cit, 78.
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memperhatikan kondisi dari pihak debitur.*®

Sebagaimana lazimnya pada setiap pembuatan perjanjian
yang semata-mata berlandaskan asas kebebasan berkontrak, maka
juga pada pembuatan kontrak elektronik pada perjanjian kredit
daring, masing- masing pihak merebut atau menciptakan dominasi
terhadap pihak lainya. Dalam hal perjanjian kredit daring
kedudukan perusahaan fintech dan penerima pinjaman tidak pernah
seimbang*. Disamping banyaknya masalah dan risiko yang kerap
timbul dalam praktiknya minat masyarakat akan kemudahan
pinjaman daring terus mengalami peningkatan setiap bulan di
berbagai wilayah Indonesia. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata
memuat ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Pasal 1320 KUH Perdata dikatakan bahwa perjanjian sah
jika:
1. Dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak, tanpa
adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan

2. Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum
3. Memiliki objek perjanjian yang jelas
4. Didasarkan pada satu klausula yang halal*

5. Para Pihak yang terlibat dalam financial technology

Mengenai perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya
terdapat dalam buku ke Il bab XIII KUHPerdata. Pasal 1754
KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “pinjam-meminjam adalah
persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak
yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang
menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang
belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari
macam dan keadaan yang sama pula”. Ketentuan Pasal 1754

43 R. Jossi Belgradoputra, Slamet Supriatna, Hartono Widodo, Perlindungan Hukum Terhadap
Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online, Jurnal Krisna Law, Universitas
Krisnadwipayana, Vol.1, No. 3, 2019, him. 91, diakses pada tanggal 18 Maret 2019, pukul 11.32
WIB.

44 Sutan Remy Sjahdeini, op.cit, 2.

4 R, Jossi Belgradoputra, Slamet Supriatna, Hartono Widodo, Loc.Cit, 51.
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KUHPerdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang Yyang
meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain,
yang akan member kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan
persetujuan yang disepakati.

Dari pengertian tersebut diatas kiranya dapat dilihat
beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam
meminjam diantaranya :

a. Adanya para pihak
Pihak pertama memberikan prestasi kepada pihak lain
suatu jumlah tertentu barang-barang dengan syarat bahwa pihak
kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam
dan keadaan yang sama pula
b. Adanya persetujuan
Dimana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian
bersama yang menyangkut dengan waktu, kewajiban dan hak-
hak masing-masing yang dituangkan dalam bentuk perjanjian
C. Adanya sejumlah barang tertentu
Barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama
kepada pihak kedua
d. Adanya pengembalian pinjaman
Bahwa pihak kedua akan mnyerahkan sejumlah tertentu
barang-barang kepada pihak yang pertama*

46 Mariam darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank. Alumni Bandung, 1983, 24.
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Kebutuhan Pinjaman Informasi Peminjaman
pengembalian pokok. Pokok Investasi dan
dan bunga. Bunga.
} P2PL : )
i Peminjam | H : i Investore
H H i Website H
Administrasi Uang Kriteria Peminjam
Pinjaman | Investasi |

6. Hak dan Kewajiban yang terlibat dalam financial technology.

Akibat dari pelanggaran dengan tidak memenuhi syarat-syarat
perjanjian, baik yang bersifat subjektif maupun Objektif, dapat
mengakibatkan pembatalan perjanjian atau membuat perjanjian
menjadi batal demi hukum. Dalam konteks pinjaman online (pinjol),
jika pinjol tidak memenuhi persyaratan izin sehingga dianggap tidak
cakap, maka perjanjian yang dibuat dengan nasabah atau konsumen
dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1451 KUH Perdata.
Pasal 1451 KUH Perdata dengan jelas menyatakan bahwa jika
perjanjian batal karena ketidak cakapan, maka barang dan orang-
orang yang terlibat akan dikembalikan dalam keadaan sebelum
perjanjian tersebut dibuat, dengan pemahaman bahwa jika barang
masih berada di tangan salah satu pihak, maka barang tersebut dapat
dituntut kembali. Dengan tegas, Pasal 1451 KUH Perdata
menegaskan bahwa setiap kondisi barang dan orang harus
dikembalikan jika perjanjian dibatalkan karena ketidakcakapan,
karena perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal.*’

Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa utang atau

47 Indri januar, Kewajiban Debitur Mengembalikan Prestasi Dari Pinjaman Online (Pinjol) Yang
llegal, Vol32, No2, (2022), 138.
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kewajiban adalah sesuatu yang tidak dipenuhi dalam suatu
perjanjian yang dapat menimbulkan biaya, kerugian, dan bunga. Jika
tidak ada kewajiban untuk memenuhi prestasi, maka tidak akan ada
biaya, kerugian, atau bunga yang timbul. Dengan pembatalan
perjanjian, prestasi dari debitur bukanlah prestasi awal, melainkan
mengembalikan barang yang telah ada padanya (tanpa biaya,
kerugian, atau bunga) kepada kreditur karena perjanjian tersebut
telah batal .*®

Secara umum, dalam hubungan antara kreditur dan debitur,
debitur tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk memenuhi
kewajiban yang telah disepakati (schuld), tetapi juga diwajibkan
untuk memberikan jaminan atas pemenuhan kewajiban tersebut
(haftung), sesuai dengan ketentuan pasal 1131 dan 1132
KUHPerdata. Schuld merujuk pada kewajiban debitur untuk
memberikan prestasi yang dijanjikan, sementara Haftung mengacu
pada tanggung jawab debitur untuk menjamin pemenuhan prestasi
tersebut dengan seluruh asetnya.

Setiap kreditur memiliki klaim atas debitur, memberinya hak
untuk menagih kewajiban tersebut. Di samping hak menagih
(Vorderingsrecht), dalam ilmu pengetahuan, jika debitur tidak
memenuhi kewajiban pembayarannya, kreditur memiliki hak untuk
menagih kekayaan debitur sebagai ganti piutangnya.*® Menurut para
sarjana Schuld dan Haftung itu dapat dibedakan tetapi tidak dapat
dipisahkan.

Dengan demikian pengecualian-pengecualian dari schuld dan
haftung adalah :*°

a. Schuld tanpa Haftung debitur berkewajiban memenuhi
prestasi namun tidak bertanggungjawab terhadap
pemenuhan tersebut. Contoh : utang karena judi, tidaklah si
debitur memiliki haftung karena dalam pasal 1788
KUHPerdata jelas menyebutkan undang-undang tidak
memberikan suatu hak untuk menuntut yang diakibatkan
karena adanya utang judi.

48 1bid.

49 Mariam Darus B, Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya, Bandung : Alumni, 2010, 10.
%0 Setiawan R. Pokok-Pokok hukum Perikatan, (Bandung : Putra A. Bardin, 1999) 7.
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b. Schuld dan haftung terbatas; pewarisan dengan hak
pendaftaran (Pasal 1037 KUHPerdata), ahli waris yang
menerima warisan secara benafesier hanya berkewajiban
membayar utang-utang yang ditinggalkan pewaris terbatas
senilai harta kekayaan yang ditinggalkannya. Terbatas
terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk
melunasi kewajibannya kepada para kreditur.

c. Haftung dengan Schuld pada orang lain; misalnya perjanjian
penanggungan.  Penanggung  memberikan  jaminan
barangnya untuk dipakai sebagai jaminan oleh debitur
terhadap kreditur. Dalam hal ini penanggung tidaklah
mempunyai  kewajiban  memenuhi  prestasi  (yang
mempunyai kewajiban adalah debitur), namun bertanggung
jawab atas pemenuhan prestasi.

Haftung memberikan kewajiban debitur untuk melaksanakan
kewajibannnya sepanjang bukan dikualifikasikan perikatan yang
alamiah. Dalam kasus pinjol ilegal maka para nasabah atau
konsumen yang telah menerima uang dari pelaku usaha pinjol wajib
mengembalikan kepada kreditur hanya sebatas uang pokoknya saja
tanpa biaya, bunga dan denda. Biaya, bunga dan denda tidak dapat
diberikan  karena debitur tidak melakukan wanprestasi,
pengambalian uang semata-mata karena perjanjian batal demi
hukum berkaitan dengan kecakapan.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Financial Technology

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan
pemberian perlindungan kepada hak asasi manusia yang mungkin
dirugikan oleh orang lain. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat
menikmati semua hak yang telah diberikan oleh hukum. Sementara
itu, menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah upaya
untuk melindungi harkat dan martabat serta mengakui hak asasi
manusia yang dimiliki oleh individu berdasarkan ketentuan hukum,
yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam
pandangan ini, terdapat unsur perlindungan hokum.>*

Unsur perlindungan tersebut mencakup jaminan kepastian
hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya. Dalam

51 Mariam darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank. (Bandung, Alumni 1983), 26
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Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1), disebutkan
bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan
hukum, terkait dengan hak-hak kewarganegaraan. Hal ini mencakup
adanya sanksi bagi pihak yang melanggar hak-hak tersebut.>?

Dalam implementasi keuangan teknologi berbasis online,
seringkali muncul masalah hukum baru terkait dengan risiko gagal
bayar, di mana penerima pinjaman gagal memenuhi kewajibannya
dan menyebabkan pemberi pinjaman kehilangan dana yang
dipinjamkan. Risiko ini sangat merugikan pihak pemberi pinjaman
(Kreditur). Demikian juga, penerima pinjaman (Debitur) dapat
mengalami masalah jika gagal membayar hutangnya tepat waktu
atau mengabaikan kewajiban pembayaran, dan seringkali
penyelenggara melakukan penagihan dengan metode yang
mengancam, menakutkan, dan bahkan menyalahgunakan data
pribadi debitur. Hal ini tentu sangat merugikan dan menimbulkan
kecemasan bagi pihak yang berada dalam posisi yang lebih lemah.%

Antara penyelenggara layanan, pemberi pinjaman, dan
penerima pinjaman timbulah suatu akibat hukum, dimana pemberi
pinjaman disini tidak bisa mengajukan tuntutan hukum terhadap
penerima pinjaman maupun penyelenggara akibat dari kesalahan
atau kelalaian pihak penyelenggara layanan yang memberikan akses
terhadap penerima pinjaman yang tidak memiliki itikad baik dalam
rangka pinjam meminjam uang berbasisi online. Pemberi pinjaman
tidak dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap penyelenggara
layanan apabila pihak pemberi pinjaman mengalami kerugian akibat
perbuatan penerima pinjaman dalam layanan pinjam meminjam
uang berbasis peer to peer lending, kerugian yang dimaksudkan
disini adalah kerugian yang diakibatkan oleh penerima pinjaman
melakukan wanprestasi atau gagal bayar, disini penyelenggara wajib
malakukan penyeleksian terhadap calon penerima pinjaman apakah
dia memenuhi syarat sebagai penerima pinjaman atau tidak®*

%2 1hid, 27.

53 Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum, diterima dari
https://www.slideshare.net/ Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-danpenegakkan-hukum

diakses pada 1 maret 2024
5 pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diterima dari
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Seseorang yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum berhak
atas perlindungan dan kepastian hukum, termasuk para pengguna
layanan online, seperti layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Peer to Peer (P2PL). Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 22/POJK.01/2023 menegaskan bahwa penyelenggara
layanan P2PL memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip-
prinsip dasar perlindungan pengguna. Ini meliputi transparansi,
keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data, serta memberikan
perlakuan yang adil dan menyelesaikan sengketa pengguna secara
sederhana, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau. Penyelenggara
layanan P2PL juga diwajibkan untuk memberikan informasi terkini
yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Jika terjadi
penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan pinjaman,
penyelenggara harus memberikan informasi tersebut kepada
pengguna financial technology®

Industri Fintech diatur dan diawasi oleh tiga organisasi, yaitu
OJK, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Komunikasi dan
Informatika Pemerintah Indonesia (Kemenkominfo).®® Ketiga
organisasi masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawabnya
sendiri dalam mendorong pertumbuhan industri Fintech di
Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo UU No.22 Tahun 2023
tentang Informasi dan transaksi Elektronik telah diberikan
kewenangan untuk menetapkan kewajiban untuk mendaftarkan
Penyelenggara Elektronik (PSE), dalam hal ini Fintech termasuk
dalam PSE dan wajib didaftarkan. untuk memudahkan pengawasan.
Kementerian Komunikasi dan Informatika juga diberi kewenangan
untuk memutus akses jika ada kasus Fintech ilegal. Area BI di
industri Fintech adalah pengaturan dan pengawasan Fintech terkait
pembayaran. Saat ini, crowdfunding dan Fintech P2PL berada di

https://tesishukum.com/ pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ diakses pada 10

maret 2024 pukul 19.20.

55Alifia salvasani dan Munawar kholil, “Penanganan terhadap Financial Technology Peer-to-
peer Lending llegal melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat),” Jurnal
Privat Law 8, no. 252-259. https://jurnal.uns. ac.id/privatlaw/article/viewFile/48417/29951.

5% Kornelius benuf, et al. “Efektifitas pengaturan dan pengawasan bisnis Financial Technology
(Peer to Peer Lending) di Indonesia,” Pandecta 15, no. 2: 198-206

30


https://tesishukum.com/%20pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/
https://tesishukum.com/%20pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/

31

bawah yurisdiksi OJK.%’

Kemauan antar pihak yang termasuk dalam perjanjian
merupakan dasar pengikatan suatu perjanjian dengan hukum
perjanjian, yang menyebabkan terjadinya hubungan hukum antara
para pihak. Subyek hukum adalah kelompok- kelompok yang
memegang hak dan kewajiban menurut hukum, baik perseorangan
(perorangan) dan badan hukum (perusahaan, perkumpulan, dan
organisasi), dan apabila mereka mengikatkan diri antara satu pihak
dengan pihak lainnya dapat menimbulkan hubungan hukum antara
satu sisi dan sisi lainnya. mereka. dengan pemberi pinjaman dalam
layanan fintech adalah hubungan yang berkelanjutan dan
berkelanjutan, karena itu adalah persyaratan dan tingkat
kepercayaan yang tinggi. Hubungan hukum itu timbul dari proses
produksi, distribusi, pemasaran dan pengiriman hingga hasil
memperoleh pinjaman.®®

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat upaya
pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan
melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) telah
mengeluarkan POJK No.22 Tahun 2023 tentang Pelindungan
Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Secara
substansi ada 11 penguatan pelindungan konsumen dan masyarakat
yang tercakup dalam POJK No.22 Tahun 2023.

1. Penyesuaian Cakupan Pelaku Usaha Jasa Keuangan
(PUJK) dan prinsip pelindungan konsumen.

Perlindungan konsumen dalam peminjam sistem online
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK Nomor
22/POJK.01/2023 Dalam hal ini bisa warga negara atau
perusahaan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut,
Peminjam adalah pihak yang berkewajiban dalam kontrak yang

57 Allifia salvasani dan Munawar kholil, “Penanganan terhadap Financial Technology Peer-to-
peer Lending Ilegal melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat),” Jurnal
Privat Law 8, no. 252-259. https://jurnal.uns. ac.id/privatlaw/article/viewFile/48417/29951.

58 Zulham, Hukum perlindungan konsumen, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cet. I,

2013), 95.
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timbul dari layanan online . Mengenai hubungan hukum para
pihak dalam online dalam meliputi Pasal 3 POJK Nomor
22/POJK.01/2023 meliputi :

a. edukasi yang memadai

b. keterbukaan dan transparansi informasi produk layanan

c. perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung
jawab

d. pelindungan aset, privasi, dan data Konsumen

e. penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa yang
efektif dan efisien

f. penegakan kepatuhan
persaingan yang sehat.

2. Larangan menerima sebagai konsumen bekerja sama
dengan pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor
keuangan yang tidak memiliki izin dari OJK atau otoritas
yang berwenang.

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 5
POJK Nomor 22/POJK.01/2023 Perlindungan konsumen
dalam peminjam sistem online. PUJK dilarang menyetujui
permohonan penggunaan produk layanan dari pihak yang
melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak
memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas yang
berwenang.

Didalam pasal 5 POJK Nomor 22/POJK.01/2023, juga
memberikan sanksi bagi PUJK yang melanggar peraturan
tersebut, diantaranya :

a. peringatan tertulis

b. pembatasan produk layanan dan kegiatan usaha untuk
sebagian atau seluruhnya

c. pembekuan produk dan layanan kegiatan usaha untuk

sebagian atau seluruhnya

pemberhentian pengurus

denda administratif

pencabutan izin produk layanan

pencabutan izin usaha.

Q@ —~o o
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3. Hak dan kewajiban calon konsumen, konsumen dan PUJK
serta larangan bagi PUJK.

Hak calon Konsumen sebagaimana yang telah di

jelaskan pada Pasal 92 Ayat 2

a.

[S—

mendapatkan keamanan dalam menggunakan produk
memanfaatkan layanan sesuai yang ditetapkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan perjanjian
memilih produk layanan

mendapatkan produk layanan sesuai dengan penawaran
yang dijanjikan sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan

mendapatkan informasi mengenai produk layanan yang
jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi
menyesatkan

didengar pendapat dan pengaduannya atas produk yang
digunakan layanan yang dimanfaatkan

mendapatkan  advokasi, pelindungan, dan upaya
penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

mendapat edukasi keuangan
diperlakukan atau dilayani secara benar

mendapatkan ganti rugi apabila produk layanan yang
diterima tidak sesuai dengan perjanjian ketentuan peraturan
perundang-undangan;

membentuk asosiasi Konsumen

hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kewajiban calon Konsumen sebagaimana yang telah di

jelaskan pada Pasal 92 Ayat 3

a.

mendengarkan penjelasan informasi mengenai produk
layanan yang disampaikan dengan metode pemasaran
tertentu oleh PUJK sebelum membeli produk layanan PUJK

membaca, memahami, dan melaksanakan dengan benar
perjanjian dokumen penggunaan produk layanan
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c. beriktikad baik dalam penggunaan produk layanan

d. memberikan informasi dokumen yang jelas, akurat, benar,
dan tidak menyesatkan
e. membayar sesuai dengan nilai biaya produk layanan yang
disepakati dengan PUJK
f. mengikuti upaya penyelesaian Sengketa Pelindungan
Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
4. Pencantuman biaya dan komisi kepada agen pemasaran
dalam perjanjian.
Dalam perjanjian produk dan layanan, PUJK wajib
mencantumkan: Pasal 44 Ayat 4
a. biaya dari produk layanan yang harus dibayar Konsumen
b. komisi kepada agen pemasar produk layanan yang
diperolen dari pembayaran yang dilakukan oleh
Konsumen, dalam hal PUJK memberikan komisi kepada
agen pemasar produk layanan
5. Mekanisme penagihan dan pengambilalihan agunan oleh
PUJK untuk produk layanan kredit dan pembiayaan.
Penagihan produk kredit atau pembiayaan kepada
konsumen harus dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku
dalam masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK) Nomor 22/POJK/2023 tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Metode penagihan yang
diizinkan termasuk:tidak menggunakan cara ancaman,
kekerasan tindakan yang bersifat mempermalukan Konsumen;
a. tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal
tidak kepada pihak selain Konsumen
tidak secara terus menerus yang bersifat mengganggu
di tempat alamat penagihan atau domisili Konsumen

hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari
libur nasional dari pukul 08.00 — 20.00 waktu setempat

f. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
34
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Untuk penagihan di luar tempat waktu pada huruf
e dan huruf f hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan
perjanjian dengan Konsumen terlebih dahulu.

6. Penyesuaian jangka waktu layanan pengaduan bagi PUJK.

Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  (POJK)
mengharuskan penyelenggara usaha jasa keuangan (PUJK)
untuk memberikan masa jeda bagi konsumen setelah
penandatanganan perjanjian atas produk layanan yang
memiliki karakteristik berikut: memiliki jangka waktu yang
panjang dan bersifat kompleks. Hal ini diatur dalam Pasal 51
Ayat 1 POJK Nomor 22/POJK.07/2023 tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 51 Ayat 2 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK) menegaskan bahwa jangka waktu pemberian masa jeda
atas suatu produk dan layanan harus paling tidak selama 2 (dua)
hari kerja sejak konsumen menyetujui perjanjian. Namun, Pasal
51 Ayat 7 mengecualikan kewajiban pemberian masa jeda ini
dari produk layanan yang program pemerintah

a. Digunakan secara berulang oleh Konsumen

b. Bersifat kumpulan, bukan berdasarkan pilihan dan inisiatif
pribadi, dan merupakan fasilitas yang diperoleh Konsumen

c. Yang telah diberikan waktu yang cukup kepada calon
Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)
paling kurang 2 (dua) hari kerja.

7. Pelindungan data informasi dan kewajiban memastikan
keamanan sistem informasi dan ketahanan siber.

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 19
POJK Nomor 22/P0OJK/2023 Perlindungan data atau informasi,
dalam peminjam sistem online. Kewajiban PUJK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan
prinsip dasar pemrosesan pelindungan data pribadi
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pelindungan data pribadi.

8. Pengawasan perilaku PUJK (market conduct).
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OJK berwenang melakukan Pengawasan Perilaku PUJK
(Market Conduct), Pasal 101 Ayat 1 Pengawasan Perilaku
PUJK (Market Conduct) dilakukan dengan tujuan untuk: Pasal
101 Ayat 2

a. memastikan kepatuhan PUJK dalam menerapkan
ketentuan Pelindungan konsumen dan masyarakat secara
langsung dan tidak langsung; dan

b. mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban antara
Konsumen dan PUJK dalam penggunaan produk dan
layanan jasa keuangan.

OJK melakukan Pengawasan Perilaku PUJK (Market
Conduct) dengan cara sebagaimana yang telah di jelaskan pada
Pasal 102

a. pengawasan tidak langsung
b. pengawasan langsung
OJK berwenang memberikan Perintah  Tertulis

sebagaimana yang telah di jelaskan pada Pasal 110 Ayat 1

a. mengganti pengurus atau pihak tertentu di PUJK

b. menghentikan, membatasi, atau memperbaiki kegiatan
usaha atau transaksi

c. pengembalian harta kekayaan milik Konsumen
menghentikan atau mengubah perjanjian antara PUJK
dengan pihak lain yang diduga merugikan Konsumen,
masyarakat, dan sektor jasa keuangan

e. mengganti kerugian Konsumen masyarakat
Perintah Tertulis lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Penguatan pengaturan terhadap kegiatan penyediaan,
penyampaian informasi dan pemasaran pada Produk
Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI).

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 43
POJK Nomor 22/POJK/2023 Dalam hal berdasarkan hasil
evaluasi terdapat ketidaksesuaian produk asuransi dengan
kebutuhan dan profil risiko calon pemegang polis, tertanggung,
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atau peserta yang menjadi target pemasaran, PUJK wajib
mengembangkan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian
produk asuransi dengan kebutuhan dan profil risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). PUJK dilarang
memberlakukan periode tunggu pada PAYDI kecuali
tertanggung atau peserta telah:

a. memilih tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan
(medical  check-up) sesuai dengan  ketentuan
underwriting

b. memahami konsekuensi masa tunggu.

Pengajuan keberatan terhadap sanksi administratif yang
dikeluarkan oleh OJK.

Pengenaan sanksi administratif oleh OJK diberlakukan
sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan batas
pemenuhan dalam jangka waktu tertentu. Pasal 115 Ayat 1.
OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif
kepada masyarakat. Pasal 115 Ayat 2. PUJK yang dikenai
sanksi administratif dapat mengajukan keberatan kepada OJK.
Pasal 115 Ayat 3.

Penguatan kewenangan OJK dalam melakukan gugatan
perdata.

PUJK wajib mencantumkan kesepakatan pemilihan
penyelesaian Sengketa melalui pengadilan atau di luar
pengadilan dalam perjanjian produk. layanan antara PUJK dan
Konsumen. (Pasal 44 Ayat 5). PUJK wajib memberikan
pemahaman kepada calon Konsumen mengenai biaya, manfaat,
risiko, serta hak dan kewajiban calon Konsumen. (Pasal 45
Ayat 1. PUJK wajib melaku kan konfirmasi pemahaman calon
Konsumen atas klausul perjanjian sebelum menandatangani
perjanjian. (Pasal 45 Ayat 3). Konfirmasi pemahaman klausul
perjanjian wajib dituangkan dalam dokumen atau media lain
yang dapat digunakan sebagai alat bukti. (Pasal 45 Ayat 4).
Perjanjian tertulis dapat berbentuk perjanjian baku yang
memuat klausul baku, kecuali yang dilarang dalam peraturan
perundang-undangan. (Pasal 46 Ayat 1). PUJK dilarang
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membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat
klausul eksonerasi yang berisi: (Pasal 46 Ayat 2)

a.

menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban
PUJK kepada Konsumen.

menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada
PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk
melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang
diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak
tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan

mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen,
jika PUJK menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk
layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan
tanggung jawab PUJK

memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan
produk layanan atau mengurangi harta kekayaan
Konsumen yang menjadi objek perjanjian produk layanan

menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada
PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau
hak jaminan atas produk layanan yang dibeli oleh
Konsumen secara angsuran

menyatakan bahwa PUJK dapat menambah, mengubah,
memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah
perjanjian disepakati

menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada perubahan
sepihak oleh PUJK terhadap aturan sebagaimana diatur
dalam huruf f setelah perjanjian ditandatangani oleh
Konsumen

memberikan kewenangan bagi PUJK untuk menghindari
atau membatasi keberlakuan suatu klausul

menyatakan bahwa PUJK memiliki wewenang untuk
menafsirkan arti perjanjian secara sepihak

menyatakan bahwa PUJK membatasi tanggung jawab
terhadap kesalahan dan kelalaian Pegawai dan pihak ketiga
yang bekerja untuk kepentingan PUJK
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k. membatasi hak Konsumen untuk menggugat PUJK ketika
terjadi Sengketa terkait dengan perjanjian; dan .
membatasi barang bukti yang dapat diberikan oleh
Konsumen ketika terjadi Sengketa terkait dengan
perjanjian.*®

59 Peraturan Otoritas Jasa Kkeuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen
dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan (POJK PKM SJK)
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BAB III
UPAYA KREDITUR PINJAMAN ONLINE DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA WANPRESTASI DEBITUR SEBELUM DAN SESUDAH
POJK NOMOR 22 TAHUN 2023

A. Upaya Kreditur Pinjaman Online Dalam Menyelesaiakan
Woanprestasi Debitur Pinjaman Online Sebelum Keluarnya POJK
Nomor 22 Tahun 2023

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia,
agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara
profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan
tertib. Hukum vyang telah dilanggar harus ditegakkan melalui
penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum,
kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan
sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum
karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman
dan damai. Agar terciptanya masyarakat yang tertib, aman, dan damai,
diperlukan adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum
merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan
pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Sebelum dikeluarkannya POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang
Perlindingan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
sebagai pengganti POJK Nomor 6/POJK.7/2022 Tentang Perlindingan
Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, terdapat peraturan
juga yang mengatur tentang perlindungan bagi kreditur yang tertuang
dalam POJK RI Nomor 7/POJK.05/2022 Tentang Penyelenggaraan
Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Secara umum upaya kreditur dalam menyelesaikan sengketa
wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terbagi menjadi dua, yauti
upaya preventif dan represif. Perlindungan Hukum Preventif yang
merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan
untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, dan Perlindungan
Hukum Represif yang merupakan perlindungan hukum yang tujuannya
untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif dapat pula
diartikan sebagai perlindungan akhir (ultimum remedium) berupa sanksi
seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila
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sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.®

Bentuk dari Perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh
Pemerintah yakni mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini
terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk
mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau
batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan bentuk
dari Perlindungan hukum represif yakni berupa sanksi seperti denda,
penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi
sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah
terjadinya sengketa, memberikan kesempatan kepada subjek hukum
dalam hal pengajuan keberatan serta memberikan pendapatnya sebelum
pemerintah mengeluarkan keputusan yang bersifat definitif. Bentuk dari
perlindungan hukum preventif yakni menetapkan peraturan perundang-
undangan yang membatasi suatu kewajiban dan melakukan pencegahan
terhadap suatu pelanggaran. Hal ini sejalan dengan Asas Legalitas dalam
Hukum Pidana, dimana tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-
undang. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum
terjadinya sengketa.

Dalam hal terjadinya resiko gagal bayar dari Debitur, maka
Pihak utama yang akan dirugikan terhadap resiko gagal bayar tersebut
adalah pemberi pinjaman (Kreditur). Apabila terjadi gagal bayar oleh
Debitur, penyelenggara hanya dapat mengusahakan melalui unit
penagihan, membantu melakukan mediasi dan mengusahakan agar tidak
terjadi kredit macet akan tetapi tidak menjamin keberhasilannya.
Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam
yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman
melainkan hanya sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Pemberi
Pinjaman untuk menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman.

Pasal 47 ayat (1) POJK No. 7/POJK.05/2022 menyebutkan
bahwa:

Dalam hal Debitur wanprestasi PerusahaanPembiayaan wajib
melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat

6 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Magister
llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, 20.
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peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian
pembiayaan.

Pasal 48 ayat (1) POJK No. 7/POJK.05/2022 menyebutkan
bahwa:

PerusahaanPembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak
lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur.

Dua pasal diatas menjelaskan bahwa upaya awal yang dapat
dilakukan oleh Kreditur apabila Debitur melakukan wanprestasi adalah
dengan melakukan penagihan hutang secara langsung kepada debitur.
Kreditur dapat menunjuk seseorang atau badan hokum untuk melakukan
penagihan kepada debitur dengan wajib menuangkan kerjasama dengan
pihak lain dalm bentuk perjanjian tertulis bermaterai. Hal ini disebutkan
dalam Pasal 48 ayat 2 POJK No. 7/POJK.05/2022 yang berbunyi:

Perusahaan Pembiayaan wajib menuangkan kerjasama dengan
pihak lain sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dalam bentuk
perjanjian tertulis bermeterai.

Apabila usaha penagihan secara langsung tidak membuahkan
hasil, maka Kreditur dapat melakukan penyitaan terhadap agunan yang
diberikan oleh Debitur. Pasal 50 ayat (1) POJK No. 7/POJK.05/2022
yang berbunyi:

Eksekusi agunan oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

a. Debitur terbukti wanprestasi;
b. Debitur sudah diberikan surat peringatan; dan

c. Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia,
sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek.

Berdasrakan peraturan diatas, Penyitaan agunan oleh Kreditur
tak terjadi begitu saja. Sebelum menyita aset, Kreditur pasti akan
mengirimkan surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran terlebih
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dahulu. Terkait pemberian surat peringatan, hal tersebut diatur dalam
Pasal 102 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
10/POJK.05/2022, menyatakan bahwa “Dalam hal Penerima Dana
wanprestasi, Penyelenggara wajib melakukan penagihan kepada
Penerima Dana, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan
sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian Pendanaan antara Pemberi
Dana dan Penerima Dana.”

Surat tersebut berisi informasi total tagihan yang terdiri dari
angsuran pokok ditambah bunga. Selain itu, Kreditur menginformasikan
jangka waktu keterlambatan. Umumnya, Kreditur mengirimkan surat
pemberitahuan ini melalui pos atau e-mail. Notifikasi keterlambatan
pembayaran kredit juga disampaikan melalui sambungan telepon.
Kreditur akan menghubungi debitur pada jam operasional kantor.
Apabila surat pemberitahuan ini diabaikan oleh debitur, bank akan
mengirimkan surat peringatan (SP).

Kreditur akan memberikan surat peringatan jika dalam jangka
waktu tiga minggu debitur tak memberikan respon apa pun terhadap
surat pemberitahuan yang sudah dikirimkan. Surat peringatan bakal
dilayangkan sebanyak tiga kali. Jika surat pertama dan kedua sudah
diberikan tetapi tetap nihil tanggapan, maka Kreditur akan menurunkan
skor kredit. Apabila Kreditur sudah mengeluarkan surat peringatan
ketiga, ini artinya status kredit menjadi kredit macet. Debitur pun akan
masuk daftar hitam Bank Indonesia (BI). Setelah melalui prosedur ini,
barulah Kreditur melakukan penyitaan. Secara terpaksa debitur harus
merelakan asetnya, di samping itu pasti sulit mendapatkan fasilitas
pembiayaan ke depannya. Terkait somasi, ketentuan Pasal 1238 KUH
Perdata menerangkan bawa debitur dinyatakan lalai dengan surat
perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari
perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus
dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Menurut Peneliti, somasi merupakan langkah efektif untuk
menyelesaikan sengketa sebelum pengajuan perkara ke pengadilan
dilakukan. Somasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada
calon tergugat untuk berbuat atau menghentikan suatu perbuatan yang
dit untut. Apabila setelah pemberian somasi pihak debitur tidak juga
melakukan apa yang dituntut, pihak kreditur dapat menuntut atau
menggugat wanprestasi yang telah dilakukan.
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Selanjutnya, apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan
debitur tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, Kreditur dapat
menjual agunan tersebut untuk membayar hutang dari debitur yang
terbayarkan. Aoabila hasil penjualan tersebut lebih, maka hasil lebihan
tersebut dikembalikan kepada Debitur. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 51
POJK No. 7/POJK.05/2022 yang berbunyi:

(1) Dalam hal setelah dilaksanakan eksekusi agunan dan Debitur
tidak dapat menyelesaikan kewajiban dalam jangka waktu tertentu,
Perusahaan Pembiayaan hanya dapat melakukan:

a. penjualan agunan melalui pelelangan umum serta mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan/atau

b. penjualan agunan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan
kesepakatan harga Perusahaan Pembiayaan dan Debitur sebelum
agunan dijual.

Pasal 52 POJK No. 7/POJK.05/2022 :

Perusahaan Pembiayaan wajib mengembalikan uang kelebihan
dari hasilpenjualan agunan melalui pelelangan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a atau
penjualan agunan di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) huruf b kepada Debitur dalam jangka waktu
sesuai dengan perjanjian pembiayaan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, selain perlindungan hukum
preventif, ada juga yang dikatakan perlindungan hukum represif.
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan
setelah terjadinya sengketa. Tujuan dari perlindungan hukum represif
yakni untuk mencari jalan keluar atas sengketa yang terjadi antara para
pihak. Perlindungan hukum represif baru bisa dilakukan setelah
timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam penyelenggaraan
Fintech berbasis Peer to Peer Lending bisa terjadi antara pengguna
dengan pengguna lainnya maupun dengan antara pengguna dengan
penyelenggara. Apabila sengketa tersebut benar terjadi maka ada
mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak
yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang
terjadi dapat segera terselesaikan. Adanya tindakan pengaduan dari
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Pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending kepada
Penyelenggara platform Fintech, hal tersebut membuat Penyelenggara
harus segera menindaklanjutinya. Setelah menerima pengaduan dari
pihak yang dirugikan dalam hal ini pengguna Fintech. Ruang lingkup
layanan pengaduan meliputi penerimaan pengaduan, penanganan
pengaduan, dan penyelesaian pengaduan.®!

Secara umum, perlindungan represif penyelesaian sengketa
wanprestasi bisa dilaksanakan lewat jalur pengadilan (litigasi) dan diluar
pengadilan (non litigasi). Jalur non litigasi yang maksud adalah berupa
Arbritase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya seperti Mediasi,
Adjudifikasi, dan Konsiliasi.

Lembaga OJK berfungsi sebagai Regulator dan menyelesaikan
sengketa bisnis yang terjadi pada sektor Industri Jasa Keuangan (1JK).
Sebelum adanya OJK, fungsi Pengawasan terhadap pasar modal,
asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan dan lembaga jasa
keuangan lainnya, merupakan fungsi kewenangan yang dimiliki oleh
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Setelah adanya
OJK, fungsi kewenangan tersebut beralih kepada OJK. Sehingga Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tidak memiliki fungsi
kewenangan tersebut lagi. OJK berdiri berdasarkan ketentuan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Salah
satu fungsi kewenangan yang dimiliki OJK yakni menyelesaikan
sengketa sektor jasa keuangan. Hal ini dituangkan dalam Peraturan OJK
nomor 1/ POJK.07/ 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa (APS) di Sektor Jasa Keuangan diterbitkan oleh OJK. Namun
Tidak semua sengketa dapat diselesaikan oleh Lembaga APS. Lembaga
APS hanya berwenang menyelesaikan sengketa perdata yang timbul
dalam kegiatan sektor keuangan, mencapai kesepakatan terkait
penyelesaian sengketa melalui lembaga APS terkait, permohon tertulis
pihak yang bersengketa ditujukan kepada lembaga APS, tidak ada unsur
pidana, bukan merupakan pelanggaran administratif.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam hal
terjadinya sengketa wanprestasi dengan debitur, maka alternatif

61 Novita, W. S., & Imanullah, M. N. ASPEK HUKUM PEER TO PEER LENDING

(Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian). Jurnal Privat Law, 8(1), 151-

157.
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penyelesaiannya dapat melalui jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.
Apabila dalam hal penyelesaian sengketa disepakati melalui arbitrase
oleh Kreditur dan Debitur, maka penyelesaian sengketa tidak menjadi
kewenangan pengadilan negeri sesuai ketentuan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui APS dianggap
prosesnya lebih efisien dan juga lebih efektif daripada penyelesaian
sengketa melalui jalur litigasi. Metode yang digunakan dalam
penyelesaian sengketa APS diantaranya: Negosiasi, Pendapat Mengikat,
Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi dan Arbitrase. Penyelesaian sengketa
model APS diatur dalam ketentuan Udang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang
selanjutnya disebut UUAP).

Selain APS, upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan
yang biasanya dipilih dalam sektor jasa keuangan yakni proses
Adjudikasi. Proses adjudikasi mulai diminati dan dilakukan pada sektor
keuangan dikarenakan proses ini mampu meringankan masyarakat
menengah kebawah yang tidak memiliki kesetaraan dengan lembaga
yang menawarkan jasa keuangan. Adjudikasi tidak diatur dalam
ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Regulasi yang
mengatur mengenai proses Adjudikasi yakni Peraturan OJK Nomor
1/POJK.07/2014 tentang Lembaga APS di Sektor Jasa Keuangan.

Seiring perkembangannya, saat ini sudah ada sebuah lembaga
yang memfasilitasi penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan.
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
(LAPS SJK) adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan
yang didirikan pada tanggal 22 September 2020 oleh Self Regulatory
Organizations (SROs) dan asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa
keuangan. Dalam menjalankan kegiatannya, LAPS SJK memperoleh ijin
operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 29
Desember 2020, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2021.
Sebagai satu-satunya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
(LAPS) di sektor jasa keuangan yang memperoleh ijin operasional dari
0OJK, maka LAPS SJK menggantikan peran dan fungsi 6 LAPS yang ada
sebelumnya di sektor jasa keuangan (yaitu BAPMI, BMAI, BMDP,
LAPSPI, BAMPPI dan BMPPVI) dan sekaligus memperluas
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cakupannya pada penyelesaian sengketa di bidang Fintech.®?

B. Upaya Kreditur Pinjaman Online Dalam Menyelesaiakan Wanprestasi
Debitur Pinjaman Online Sesudah Keluarnya POJK Nomor 22 Tahun
2023

Setelah ditetapkannya Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023
Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan,
maka secara otomatis POJK Nomor 6/POJK.7/2022 Tentang Perlindungan
Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dinyatakan tidak
berlaku lagi. penerbitan POJK No.22 Tahun 2023 ini merupakan tindak
lanjut atas amanat UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan menggantikan POJK
No0.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di
Sektor Jasa Keuangan serta menyempurnakan beberapa POJK lainnya.

Bagi PUJK, aturan baru ini memberikan pedoman dalam
melakukan penagihan. Pada prinsipnya, PUJK wajib memastikan produk
atau layanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen. Selain
itu, PUJK didorong untuk lebih hati-hati atau selektif dalam menyalurkan
kredit atau pembiayaan, salah satunya melalui itikad baik dari konsumen.
Sementara bagi konsumen, aturan baru ini memberikan perlakuan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma yang
berlaku di masyarakat. Selain itu, meningkatkan kesadaran konsumen dan
masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Secara garis besar peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 meliputi
hal-hal sebagai berikut: Pertama, penyesuaian cakupan Pelaku Usaha Jasa
Keuangan (PUJK) dan prinsip pelindungan konsumen. Seperti dalam pasal
2 huruf b dan ¢, yang berbunyi:

pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana,
penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, yang
diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

pelaku usaha jasa keuangan lainnya meliputi pihak yang

menyelenggarakan inovasi teknologi sektor keuangan di sektor jasa
keuangan yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh Otoritas

62 Elin Sudiarti dan Nuraliah Ali, Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko
Gagal Bayar Pinjaman Online, Jurnal Palangkaraya Law Review, Volume 03 Issue 01, Maret
2023, 28.
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Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik
yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional
maupun secara syariah.

Kedua, larangan menerima sebagai konsumen atau bekerja sama
dengan pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak
memiliki izin dari OJK atau otoritas yang berwenang. Hal tersebut terdapat
dalam Pasal 5 yang berbunyi:

PUJK dilarang menyetujui permohonan penggunaan produk
dan/atau layanan dari pihak yang melakukan kegiatan usaha di
sektor keuangan yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa
Keuangan atau otoritas yang berwenang.

Ketiga, hak dan kewajiban calon konsumen, konsumen dan PUJK
serta larangan bagi PUJK. Hak dan kewajiban calon konsumen diatur dalam
BAB IV HAK DAN KEWAIJIBAN CALON KONSUMEN DAN
KONSUMEN Pasal 92 POJK Nomor 22 Tahun 2023.

Keempat, pencantuman biaya dan komisi/imbalan kepada agen
pemasaran/perantara dalam perjanjian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 44
ayat (4) yang berbunyi:

Dalam perjanjian produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), PUJK wajib mencantumkan:

a. biaya dari produk dan/atau layanan yang harus dibayar
Konsumen; dan

b. komisi/imbalan kepada agen pemasar/perantara produk
dan/atau layanan yang diperoleh dari pembayaran yang dilakukan
oleh Konsumen, dalam hal PUJK memberikan komisi/imbalan
kepada agen pemasar/perantara produk dan/atau layanan.

Kelima, mekanisme penagihan dan pengambilalihan/penarikan
agunan oleh PUJK untuk produk dan/atau layanan kredit dan pembiayaan.
Tentang mekansme penagihan dan pengambilalihan agunan diatur dalam
Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 POJK Nomor 22 Tahun 2023

Keenam, penyesuaian jangka waktu layanan pengaduan bagi PUJK
yang diatur dalam Pasal 66 dan 67 POJK Nomor 22 Tahun 2023.

Ketujuh, pelindungan data dan/atau informasi dan kewajiban
memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber. Hal tersebut
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terdapat dalam Pasal 3 Huruf D POJK Nomor 22 Tahun 2023.

Delapan, pengawasan perilaku PUJK (market conduct) yang
terdapat dalam Pasal 83 yang berbunyi:

Dalam penyelesaian Sengketa, Otoritas Jasa Keuangan
berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pengenaan
sanksi terhadap LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b.

(2) Ketentuan mengenai LAPS Sektor Jasa Keuangan
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa
keuangan.

Sembilan, Penguatan pengaturan terhadap kegiatan penyediaan,
penyampaian informasi dan pemasaran pada Produk Asuransi Yang
Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) yang diatur dalam Pasal 30 POJK
Nomor 22 Tahun 2023.

Sepuluh, pengajuan keberatan terhadap sanksi administratif yang
dikeluarkan oleh OJK yang diatur dalam pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115
POJK Nomor 22 Tahun 2023.

POJK Nomor 22 Tahun 2023 hadir bukan hanya untuk melindungi
debitur semata, namun juga melindungi kreditur dari pada debitur yang
beritikad tidak baik dan yang melakukan wanprestasi. Dalam POJK Nomor
22 Tahun 2023, di antaranya Pasal 6 yang mengatur bahwa PUJK berhak
mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen/debitur yang
beritikad tidak baik. Adapun perilaku dari debitur yang dinilai beritikad
tidak baik adalah seperti contoh dalam penjelasan Pasal 6 POJK Nomor 22
Tahun 2023 sebagai berikut:

Contoh iktikad tidak baik Konsumen:

1. Konsumen memberikan informasi dan/atau dokumen yang tidak jelas,
tidak akurat, salah, dan menyesatkan;

2. Konsumen menolak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum
dalam perjanjian dan menggunakan cara ancaman atau kekerasan;

3. Konsumen mengalihkan barang yang menjadi agunan pada produk
kredit atau pembiayaan tanpa persetujuan PUJK; dan
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4. Konsumen menyerahkan agunan yang bersumber dari tindak
kejahatan.

Penentuan iktikad tidak baik Konsumen tidak bisa hanya melihat
Konsumen tidak melakukan kewajiban membayar angsuran. PUJK perlu
melakukan penelaahan penyebab debitur tidak membayar angsuran untuk
memastikan iktikad dari Konsumen, bisa jadi karena usaha yang macet,
angsuran yang tidak dibukukan oleh pegawai PUJK, bahkan perubahan
cara/media pembayaran yang belum terinformasikan kepada Konsumen.

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (2) diatur bahwa dalam hal PUJK
dapat membuktikan bahwa terdapat keterlibatan, kesalahan, kelalaian dan
perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh konsumen, maka
PUJK tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul.

Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan kreditur apabila
mendapat tuduhan keterlibatan atau kesalahan yang bertentangan undang-
undang adalah dengan membuktikan bahwa tuduhan yang diajukan
kepadanya itu tidak benar. Apabila Kreditur dapat membuktikan hal
tersebut, maka apabila debitur melakukan suatu tindakan yang
menimbulkan kerugian maka kerugian tersebut ditanggung secara penuh
oleh debitur.

Upaya lainnya yang dapat dilakukan kreditur adalah dengan
membatasi kegiatan dari debitur apabila debitur tidak memenuhi hak dan
kewajibannya. Hal ini diatur dalam Pasal 92 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun
2023 menyatakan bahwa:

Dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen dan masyarakat,
calon Konsumen dan/atau Konsumen memiliki hak dan kewajiban.

Selanjutnya dalam Pasal 92 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023,
menyatakan bahwa:
Kewajiban calon Konsumen dan/atau Konsumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. mendengarkan penjelasan informasi mengenai produk dan/atau

layanan yang disampaikan dengan metode pemasaran tertentu
oleh PUJK sebelum membeli produk dan/atau layanan PUJK;
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b. membaca, memahami, dan melaksanakan dengan benar
perjanjian dan/atau dokumen penggunaan produk dan/atau
layanan;

c. beriktikad baik dalam penggunaan produk dan/atau layanan;

d. memberikan informasi dan/atau dokumen yang jelas, akurat,
benar, dan tidak menyesatkan;

e. membayar sesuai dengan nilai/harga dan/atau biaya produk
dan/atau layanan yang disepakati dengan PUJK; dan

f.  mengikuti upaya penyelesaian Sengketa Pelindungan Konsumen
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal tersebut dapat kita pahami bahwa terdapat beberapa
kewajiban yang wajib dijalankan oleh debitur, dimana kewajiban tersebut
apabila tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan perilaku tidak tunduk
pada perjanjian yang telah dibuat sebelumnya (wanprestasi). Apabila secara
sah dan terbukti debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat
melakukan membatasi pelayanan pada debitur, bahkan kreditur dapat
melakukan tuntukan ke pengadilan apabila dibitur tidak dapat menjalankan
kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat secara bersama.

Pasal 92 ayat (4) POJK Nomor 22 Tahun 2023, menjelaskan bahwa:

Dalam hal calon Konsumen dan/atau Konsumen tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
PUJK dapat melakukan:

a. penundaan;

b. pembatasan;

c. penolakan;

d. tidak memberikan pelayanan; dan/atau

e. denda sesuai dengan perjanjian,
kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen.

Pasal tersebut secara jelas menyebutkan bahwa apabila konsumen /
debitur tidak menunaikan kewajibannya, maka kreditur dapat melakukan
penundaan, pembatasan, penolakan, bahkan dapat tidak memberikan
layanan serta penetapan denda kepada debitur. Penggantian berupa biaya,
kerugian, dan bunga atau sanksi wanprestasi tersebut juga diatur dalam
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dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan
untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan
dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur
tidak memenuhi kewajibannya. Penggantian biaya merupakan ganti dari
ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian,
yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian
yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi.
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BAB IV
PERLINDUNGAN BAGI KREDITUR PINJAMAN ONLINE
MENYELESAIKAN WANPRESTASI DEBITUR

Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan
masyarakat. Hukum dalam makna yang sempit dipahami sebagai norma
yang tertulis dengan tujuan untuk mengatur perbuatan atau tingkah laku
manusia agar tercipta keteraturan. Berdasarkan hal tersebut maka
kehadiran Fintech Peer To Peer Lending atau Pinjaman Online sebagai
salah satu bentuk solusi kebutuhan masyarakat perlu regulasi sehingga
dapat mencegah kekacauan dan mewujudkan ketertiban.

Pada prakteknya, para pengguna aplikasi pinjaman online harus
mendaftar serta mengisi informasi pribadi seperti foto KTP, Kartu
Keluarga, Foto dengan memegang KTP, Foto Rekening Bank, Nama dan
Kontak Keluarga, Nama dan Kontak Teman Sekantor, Foto Usaha,
Verifikasi gerakan wajah dan kemudian klik satu tombol untuk menerima
persyaratan perjanjian pinjaman. Perjanjian tersebut biasanya mencakup
seperangkat ketentuan standar, termasuk jumlah pembayaran, bunga
pinjaman, denda, hak untuk menggunakan informasi peminjam untuk
penagihan, penyitaan, penyelesaian perselisinan, dIl. Sayangnya,
perkembangan industri fintech belakangan ini membawa stigma negatif di
masyarakat, terutama seputar billing. Antara lain, masyarakat kerap
mengeluhkan terkait dengan sistem penagihan perusahaan fintech yang
mengintimidasi, antara lain : %

1. Penagihan bukan hanya untuk peminjam dan kontak darurat
terlampir, tetapi untuk semua detail kontak ponsel peminjam

2. Telepon dengan ancaman, pencemaran nama baik, penipuan dan
pelecehan seksual

3. Penyebarluasan data pribadi di jejaring sosial atau oleh rekan kerja

4. Kunjungan kolektor dari berbagai kalangan

5. Informasi KTP digunakan untuk membuat permintaan lainnya

83 Ita R. Kusumawati, dkk., Pinjaman Online Ditinjau Dari Multidimensi Keilmuan,
(Yogyakarta: Nuta Media, 2022), 5.

64 Elan Jaelani, “penyelesaian sengkelta jika terjadi wanprestasi pada pinjaman online”, Skripsi
UIN sunan Gunung Jati, (perpustakaan UIN Bandung, 2022), 5.
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Permasalahan ini timbul karena pihak peminjam (debitur)
wanprestasi dalam mengangsur atau tidak membayar sama sekali, yang
disebabkan adanya pelanggaran hukum terhadap akad yang telah
diperjanjikan. Tetapi mekanisme apa yang ada untuk menangani
konsekuensi dari wanprestasi dengan cara yang bertujuan untuk
melecehkan peminjam dan membebankan bunga dan denda sehingga
peminjam tidak dapat lagi membayar. Alih-alih memverifikasi informasi
pribadi peminjam, dia menggunakannya sebagai boomerang. Pemberi
pinjaman membagikan informasi pribadi peminjam di media sosial atau
bahkan disalahgunakan untuk peminjaman di pinjaman online lainnya
sepihak, maka dari itu perlu adanya perlindungan hukum yang dapat
melindungi kedua belah pihak baik debitur atau kreditur dalam hal
pinjaman online atau fintech di 4.0 ini.

A. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pinjaman Online Dalam
Menyelesaikan Wanprestasi Debitur, Sebelum Keluarnya PJOK
Nomor 22 Tahun 2023

Wanprestasi merupakan istilah hukum perdata yang berarti
ingkar janji (tidak menepati janji), dan hal itu diatur dalam Kitab
Undang-undang Hukum Perdata jilid ketiga. Pemutusan hubungan kerja
harus didasarkan atas adanya perjanjian kerja, baik lisan maupun tertulis,
baik berupa perjanjian di bawah tangan maupun perjanjian dengan itikad
baik, dan bukan atas dasar perjanjian atau kesepakatan, tidak dapat
dikualifikasikan. sebagai wanprestasi menjadi perbuatan salah
(perbuatan melawan hukum).®

Pihak yang dirugikan karena tidak memenuhi kewajiban untuk
melakukan dapat mengajukan gugatan perdata dalam peer-to-peer
lending, penyelenggara menandatangani perjanjian pinjam meminjam
dengan P2PL yang sama dengan perjanjian pinjam meminjam
konvensional, kecuali dalam sistem P2PL terdapat pihak ketiga yaitu
sponsor P2PL bertindak sebagai perantara.

Peminjam dan penerima pinjaman memiliki konsekuensi hukum
dari wanprestasi peer-to-peer yaitu kegagalan untuk memenuhi kinerja
yang dijanjikan akan merugikan kepentingan kreditur, karenanya,

% Elan Jaelani, “penyelesaian sengkelta jika terjadi wanprestasi pada pinjaman online”, Skripsi
UIN sunan Gunung Jati, (perpustakaan UIN Bandung, 2022), 9.
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apabila debitur berbuat wanprestasi, kreditur bisa untuk membuat
tuntutan mengenai hal-hal berikut, diantaranya:

a. Pemenuhan perjanjian (nakomen)

b. Pembatalan perjanjian (ontbinding)

c. Ganti rugi (schade vergoeding)

d. Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi
e. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi®

Penyelesaian wanprestasi di dalam pinjam meminjam secara
financial technology ini bisa untuk diselesaikan dengan pengadilan atau
diluar pengadilan:

1. Penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam pengadilan (litigasi)
yaitu metode penyelesaian yang mana sengketa tersebut terjadi antara
para pihak. Gugatan tersebut diajukan oleh pengadilan serta
putusannya dapat dilaksanakan. Biasanya diselesaikan melalui
pengadilan (sengketa) jika penyelesaian di luar pengadilan tidak
menghasilkan kesepakatan. Sebagai penyelesaian sengketa di luar
pengadilan gagal mencapai kesepakatan kreditur yang mendapatkan
kerugian karena wanprestasi, debitur dapat melakukannya di
pengadilan untuk menuntaskan perselisihan tersebut.

2. Penyelesaian sengketa dalam sebuah perjanjian pinjaman yang
berbasis financial technology diluar pengadilan bisa dilakukan oleh
lembaga alternative penyelesaian sengketa alternative (LAPS)
peraturan otoritas jasa keuangan No.1/Pojk.07/2014 mengenai
lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sector jasa keuangan pasal
1 ayat (2).

LAPS akan menyelesaikan perselisihan secara damai, penyelesaian
sengketa dalam jasa keuangan dilakukan oleh individu dengan ciri-ciri
sebagai berikut keahlian tergantung pada jenis sengketa sehingga dapat
diambil keputusan akhir bersikap objektif dan relevan. Jasa penyelesaian
sengketa melalui LAPS meliputi :

% 1bid, 10.

67 Robby Wahyu Pratama Gurning, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi
Pinjam Meminjam Uang Secara Online Berdasarkan,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum
[JIMHUM] 2, no. 2808-6708 (2022), 1-11.
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a. Mediasi, yaitu salah satu cara penyelesaian yang dilaksanakan
bersama dengan pihak ketiga yang dipilih oleh pihak yang
bersengketa dalam rangka membantu para pihak yang bersengketa
untuk mencapai suatu persetujuan.

b. Adjudikasi, merupakan salah satu penyelesaian sengketa dengan
menggunakan pihak ketiga yang dipilih serta ditunjuk oleh para
pihak yang bersengketa yang diharapkan dapat mengadili sengketa
tersebut antara pihak-pihak yang terlibat. Keputusan evaluasi
bersifat mengikat pimpinan instansi layanan keuangan

c. Arbitrase, yaitu sarana penyelesaian sengketa perdata di luar
pengadilan ini didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis yang
dibuat dengan harga standar kedua belah pihak yang bersengketa

Dalam hal terjadi penyelesaian sengketa dan apabila tidak dapat
dihindari, pihak pemberi pinjaman online atau objek pinjaman dapat
menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan syarat atau kesepakatan
yang telah disepakati sebelum pemberian pinjaman perjanjian tersebut
mencakup bagaimana perselisihan antara para pihak akan diselesaikan
jika terjadi kesalahan, isi perjanjian tersebut mengatur bahwa setiap
perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan kinerja para pihak
akan diselesaikan secara musyawarah sedapat mungkin melalui
konsultasi, mediasi atau negosiasi industri pembiayaan Setiap
perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, mediasi
atau negosiasi harus diselesaikan melalui jalur perdata atau lembaga
yang berwenang seperti Komisi Arbitrase Nasional Indonesia. Namun
dalam prakteknya, pemberi pinjaman online tidak menggunakan jasa
pengadilan atau jasa lembaga arbitrase sesuai dengan isi perjanjian
dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, dikarenakan biaya yang
mahal dan waktu yang relatif lama.

Dalam hal ini, perusahaan pinjaman online akan mengambil alih
urusanya pelanggan hanya akan diberi tahu melalui sms, email, atau
panggilan telepon saat proses penagihan dimulai namun jika masih
belum membayar tim penagihan akan mendatangi rumah peminjam atau
menghubungi nomor telepon orang terdekat berdasarkan dokumen profil
yang terlampir sebelumnya.

Pekerjaan penagihan dilakukan oleh unit penagihan penerima
manfaat sesuai dengan jalur hukum yang berlaku, meski begitu tidak ada
jaminan bahwa tim penagihan dapat berhasil mengumpulkan sisa
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pinjaman dan perusahaan pinjaman online mungkin masih kehilangan
semua dana yang diinvestasikan.

Dalam hal ini klien atau debitur harus siap menerima
konsekuensi data pribadinya diberikan kepada OJK dan masuk daftar
hitam (blacklist) oleh petugas pinjaman jika tidak melunasi cicilan
pinjaman secara online, data pribadi yang masuk dalam daftar hitam ini
membuat sulit hingga tidak mungkin seseorang tersebut mendapatkan
bantuan keuangan dari lembaga keuangan di Indonesia.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang efektif sangat diperlukan agar
sengketa dapat diselesaikan dengan cepat. % Kasus penyelesaian
sengketa tidak secara eksplisit diatur dalam sistem hukum Indonesia,
sehingga pihak-pihak yang tidak beritikad baik dalam proses
penyelesaian sengketa semakin kecil kemungkinannya untuk menderita
dari situasi ini.

Keterlambatan proses ajudikasi dari tingkat pertama ke tingkat
kasasi menjadi rahasia umum. Perlu dicatat bahwa waktu yang
diperlukan untuk proses kepatuhan peraturan memakan waktu rata-rata
5-12 tahun, dalam hal ini asas peradilan cepat dan sederhana dengan
biaya murah seperti hanya menjadi jargon di pengadilan perdata,
sekalipun Surat Edaran Mahkamah Agung pada Juni 1992 menetapkan
bahwa uji coba Tingkat I dan 1l hanya berlangsung selama 6 bulan, tetapi
nyatanya tidak seperti itu.

Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab lahirnya undang-
undang yang mengatur tentang arbitrase, khususnya UU No 30 Tahun
1999 melibatkan arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif, yang
membuka kemungkinan bagi para pihak yang berperkara untuk
menyelesaikan masalah perdata, termasuk masalah peminjaman secara
online, melalui jalur eksternal pengadilan yang saat ini sudah ada UU No
11 Tahun 2008 yang mengatur tentang informasi dan transaksi
elektronik.

8 Jeremy Zefanya Yaka Arvante, “Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan
Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online,” Tkatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law
Journal 2, no. 1 (2022), 73-87.
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Kedua belah pihak memiliki beberapa aturan yang berkorelasi
satu sama lain. ® Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui
litigasi (pengadilan) atau non litigasi (di luar pengadilan) Pasal 38 dan
39 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE mengatur bahwa “setiap orang
dapat berproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan”. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-
undang dan peraturan perundang-undangan. Selain penyelesaian
sengketa melalui proses perdata, para pihak juga dapat menyelesaikan
sengketa melalui arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alternatif
Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution
(ADR) semakin banyak digunakan oleh para pelaku bisnis sebagai cara
penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pengguna fintech termasuk kreditur dan debitur Kreditur
(pemberi pinjaman) harus dilindungi agar dana tidak hilang dari
penyelenggara sengketa perdata antara kreditur, debitur dan
penyelenggara juga harus diselesaikan dengan cepat melalui metode
alternatif penyelesaian sengketa.

APS di beberapa negara yang maju di bidang teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) telah membentuk badan khusus untuk
menyelesaikan sengketa fintech secara online atau biasa disebut
Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau Online Dispute Resolution
(ODR). ™

B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pinjaman Online Dalam
Menyelesaikan Wanprestasi Debitur, Setelah Keluarnya PJOK Nomor 22
Tahun 2023

Penagihan terhadap hutang debitur terhadap kreditur dalam pinjaman
online diatur dalam Pasal 102 POJK No. 10/POJK.05/2022, pada ayat 1
menjelaskan dalam hal Penerima Dana wanprestasi, penyelenggara wajib
melakukan penagihan kepada penerima dana, paling sedikit dengan
memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian
pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana.

69 Rahmat Bakhtiar Pratama et al., “Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis
Aplikasi Online,” (Bhirawa Law Journal 1, no. 1, 2020). 9-20.
70 Rahmat Bakhtiar Pratama et al., “Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis
Aplikasi Online,” Bhirawa Law Journal 1, no. 1 (2020), 9-20
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Surat peringatan tersebut memuat informasi mengenai, jumlah hari
keterlambatan pembayaran kewajiban, posisi akhir total pendanaan yang
belum dilunasi atau pokok terutang, manfaat ekonomi pendanaan dan denda
yang terutang. "* Pasal 104 ayat 1 POJK No. 10/POJK.05/2022 menyatakan
bahwa “dalam melakukan penagihan kepada penerima dana, penyelenggara
wayjib memastikan bahwa penagihan dilaksanakan sesuai dengan norma yang
berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”’

Penyelenggara atau kreditur dapat melakukan kerja sama dengan
pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada penerima dana dan
dilakukan sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 POJK No.
10/POJK.05/2022. yang menyatakan penyelenggara wajib bertanggung jawab
penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain
dalam melakukan penagihan dan kreditur wajib melakukan evaluasi secara
berkala atas kerja sama dengan pihak lain tersebut.

Saat ini terdapat suatu hambatan dalam penegakan terhadap
pengaturan pinjaman online khususnya pinjaman online yang melakukan
kegiatan usaha secara ilegal. Hambatan tersebut terjadi karena dasar hukum
yang menjadi pedoman penyelenggaraan pinjaman online yakni POJK No.
10/POJK.5/2022, masih terdapat celah hukum yang kerap kali dimanfaatkan
oleh pihak penyelenggara pinjaman online ilegal. Hal ini disebabkan karena
OJK tidak dapat melakukan pengawasan serta penindakan terhadap pinjaman
online ilegal, dikarenakan ketentuan ketentuan dan sanksi yang terdapat
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pendanaan
bersama berbasis teknologi atau yang biasa disebut sebagai LPBBTI hanya
berlaku kepada Penyelenggara pinjaman online yang terdaftar dan memiliki
izin usaha dari OJK.

Perlindungan hukum kreditur dan debitur dalam POJK No. 22 tahun
2022 ini terbagi dua, yakni perlindungan hukum preventif yang merupakan
perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah
sebelum terjadinya pelanggaran, dan perlindungan hukum represif yang
merupakan perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan
sengketa.

1. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif dapat pula diartikan sebagai

1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan
Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 102 ayat 2.
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perlindungan akhir (ultimum remedium) berupa sanksi seperti denda,
penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi
sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. "

perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum
yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. "® Dalam melakukan
perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan maka OJK dapat
melakukan pembelaan hukum berupa, memerintahkan atau melakukan
tindakan tertentu kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk

menyelesaikan pengaduan konsumen, dan bisa juga melakukan gugatan.
74

Layanan pengaduan diatur dalam POJK No. 18/POJK.07/2018
tentang layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan, dalam
Pasal 10 ayat 1 dan 2 menghendaki bahwa pelaku usaha jasa keuangan
menangani pengaduan secara tertulis dalam hal konsumen dan/atau
perwakilan konsumen telah melengkapi dokumen yang ditetapkan.

Apabila pengaduan dilakukan secara lisan maka pelaku usaha jasa
keuangan (PUJK) wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan
pengaduan kepada konsumen atau perwakilan konsumen yang
mengajukan pengaduan secara lisan, setelah menerima pengaduan, PUJK
wajib melakukan tindak lanjut berupa, pemeriksaan internal atas
pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif dan menganalisis untuk
memastikan kebenaran pengaduan.

Ketentuan melakukan tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan
secara lisan diatur dalam Pasal 15 ayat 1 yakni 5 hari kerja sejak
pengaduan diterima dan ketentuan pasal 16 ayat 1 menyatakan pelaku
usaha jasa keuangan dalam melakukan tindak lanjut pengaduan secara
tertulis paling lama 20 hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung
dengan pengaduan diterima secara lengkap.

Dalam menyelesaikan pengaduan pelaku usaha jasa keuangan

2 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Magister llmu
Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, 20.

73 Philipus M, Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Tentang
Prinsip-Prinsipnya, Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan
Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, 30.

4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen
dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 52 ayat 1 huruf a dan b.
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wajib memberikan tanggapan pengaduan kepada konsumen atau
perwakilan konsumen atas pengaduan yang diterima. pelaku usaha jasa
keuangan juga wajib melakukan langkah penyelesaian yang disepakati
dalam hal konsumen atau perwakilan konsumen menyetujui tanggapan
pengaduan berupa penawaran penyelesaian.

Akan tetapi apabila konsumen atau perwakilan konsumen
menolak tanggapan pengaduan maka PUJK wajib memberikan informasi
kepada konsumen atau perwakilan konsumen mengenai upaya
penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan di luar pengadilan.

Pada ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 18/POJK.07/2018, penyelesaian sengketa di luar pengadilan
dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa
Keuangan (LAPS SJK). Pasal 32 POJK No. 61 /POJK.07/2020 tentang
tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa
Keuangan, menjelaskan bahwa LAPS dapat menangani sengketa dengan
kriteria:

a. Pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun
ditolak oleh Konsumen atau Konsumen belum menerima tanggapan
pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa
keuangan.

b. Sengketa yang diajukan bukan merupakan Sengketa sedang dalam
proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau
lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

c. Sengketa bersifat keperdataan.

Penyelesaian sengketa melalui LAPS sektor jasa keuangan dapat
dilakukan melalui tatap muka langsung dihadapan mediator atau arbiter,
dan melalui media elektronik dilakukan melalui media komunikasi jarak
jauh yang memungkinkan semua pihak saling mendengar dan melihat
secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan, dan melalui
pemeriksaan dokumen.

Perlindungan Represif selain bertujuan untuk menyelesaikan
sengketa, dapat pula dimaknai sebagai perlindungan akhir (ultimum
remedium) berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan
yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa maupun pelanggaran.
Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara terhadap
ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
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Nomor 10/POJK.05/2022, dapat dikenai sanksi berupa sanksi-sanksi
administratif, seperti peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha,
maupun pencabutan izin usaha.

Sanksi administrasi yang diberikan dapat pula disertai dengan
pemblokiran Sistem Elektronik Penyelenggara. Sanksi administratif
berupa peringatan tertulis dapat diberikan paling banyak 3 kali dengan
masa berlaku tiap-tiap peringatan paling lama 2 bulan. Apabila masa
berlaku peringatan tertulis telah berakhir dan penyelenggara belum bisa
mengatasi penyebab dikenakan sanksi peringatan tertulis, maka OJK akan
melakukan pembatasan terhadap kegiatan usaha. Pemberian sanksi
administratif pembatasan kegiatan usaha diberikan secara tertulis kepada
penyelenggara dan berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 bulan.

Apabila sanksi pembatasan kegiatan usaha masih berlaku dan
penyelenggara tetap melakukan kegiatan usaha, maka OJK dapat
memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Apabila
sampai berakhirnya masa berlaku sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan
penyelenggara belum bisa mengatasi penyebab dikenakan sanksi, maka
OJK dapat mencabut izin usaha penyelenggara pinjaman online.

2. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum preventif terdapat dalam Pasal 100 ayat 1 POJK
No. 10/POJK.05/2022 menjelaskan bahwa “untuk mewujudkan perlindungan
konsumen, penyelenggara wajib menerapkan prinsip transparansi, perlakuan
yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen
dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara
sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Prinsip transparansi bertujuan sebagai pemenuhan hak konsumen untuk
mendapatkan informasi secara jelas mengenai penyelenggara pinjol serta
produk pinjol yang ditawarkan kepada debitur, dalam penerapan prinsip
transparansi OJK mewajibkan penyelenggara pinjol untuk memberikan
informasi tentang produk pinjaman online serta layanannya secara terbuka,
jujur dan tidak menyesatkan serta akurat.

Contoh transparansi yang diwajibkan OJK kepada penyelenggara yakni,
pencantuman nama secara jelas pada kantor pusat, kantor selain kantor pusat
dan sistem elektronik. Penyelenggara wajib pula mencantumkan lokasi kantor
pusat dan kantor selain kantor pusat, serta mencantumkan nama
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penyelenggara, logo, nama sistem elektronik, kinerja pendanaan, serta
informasi penyelenggara diawasi olenh OJK, informasi tersebut dimuat ke
dalam sistem elektronik atau aplikasi pinjaman online. ™ Prinsip perlakuan
yang adil diberikan kepada seluruh konsumen pinjaman online berupa hak
untuk memiliki atau mendapatkan akses yang setara terhadap produk
pinjaman online sesuai dengan klasifikasi yang telah diatur dalam POJK No.
10/POJK.05/2022.

Kemudian prinsip keandalan dapat dipahami sebagai hak untuk
mendapat pelayanan akurat, yang sistem dan prosedur serta infrastruktur dan
sumber daya manusia yang diberikan oleh penyelenggara pinjol harus
kompeten dan profesional.

Pelaksanaan terhadap prinsip keamanan data berguna untuk
menghendaki terciptanya perlindungan terhadap data konsumen pinjaman
online. Contoh penerapan prinsip ini, OJK telah melarang penyelenggara
pinjaman online untuk membagikan data atau informasi konsumen kepada
pihak ketiga, data yang dimiliki oleh penyelenggara hanya digunakan untuk
kepentingan serta tujuan yang telah disetujui terlebih dahulu oleh konsumen.
Selanjutnya penerapan prinsip penanganan pengaduan menghendaki agar
para konsumen mendapat hak untuk mengajukan pengaduan apabila terjadi
sebuah permasalahan dalam proses pinjam-meminjam, pengaduan tersebut
diajukan kepada penyelenggara pinjaman online sesuai ketentuan POJK No.
18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa
Keuangan.

Pada praktiknya pinjaman online baik legal maupun ilegal dalam
melakukan penagihan kepada debitur yang wanprestasi kerap kali
menyebarkan data pribadi debitur ke media sosial. Hal ini jelas bahwa pihak
penyelenggara telah menggunakan data pribadi debitur secara sembarangan
dan secara tidak bertanggung jawab, serta tanpa persetujuan dari pemilik data.
Ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 65 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang
menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang secara melawan hukum
mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.” dengan ketentuan pidana
penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00. "

Selain itu Penyebaran data pribadi secara tidak bertanggung jawab

75 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen
6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 67 ayat 2.
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merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 ayat 1 dan 2 UU No. 19
Tahun 2016 Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa:

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan,
penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang
menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan
Orang yang bersangkutan.

2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan
berdasarkan Undang-Undang ini.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 secara
khusus juga mengatur terkait perlindungan data pribadi para debitur pinjaman
online. Ketentuan perlindungan data pribadi debitur terdapat dalam Pasal 44
ayat 1 huruf a, menyatakan bahwa “Penyelenggara wajib menjaga kerahasian,
keutuhan, dan ketersedian data pribadi, data transaksi, dan data keuangan
yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.”
Selain itu Pasal 11 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6
/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa
keuangan, menyatakan bahwa “pelaku usaha jasa keuangan dilarang
memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai konsumen kepada
pihak lain.”

Penagihan yang dilakukan secara intimidatif oleh pihak pinjaman online
melalui debt collector merupakan perbuatan yang dilarang dalam Undang-
Undang.

Pasal 104 ayat 1 POJK No. 10/POJK.05/2022 menegaskan bahwa
“dalam melakukan penagihan kepada penerima dana penyelenggara wajib
memastikan bahwa penagihan dilaksanakan sesuai dengan norma yang
berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang undangan.”
kemudian pasal 102 ayat 1 peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
10/POJK.05/2022, menyatakan bahwa “Dalam hal Penerima Dana
wanprestasi, Penyelenggara wajib melakukan penagihan kepada Penerima
Dana, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan
jangka waktu dalam perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima
Dana.” Penagihan yang dilakukan secara intimidatif merupakan pelanggaran
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terhadap Pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
menyatakan “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau
supaya membuat utang maupun menghapus piutang, diancam karena
pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Terdapat pula pengancaman yang dilakukan melalui media sosial oleh
pihak debt collector, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
Pasal 29 UU ITE, yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa
hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara
pribadi.” Dapat dipidana penjara paling lama 12 Tahun dengan denda paling
banyak Rp2.000.000.000,00.

Saat ini sanksi-sanksi yang ada untuk menindak pelanggaran di dalam
pinjaman online hanya berupa sanksi administratif belum terdapat sanksi
pidana yang bisa memberikan jaminan keadilan serta kesejahteraan bagi
debitur pinjol. Sehingga untuk mewujudkan perlindungan hukum yang ideal
diperlukan suatu peraturan yang bersifat mengikat berupa undang-undang
khusus (lex specialis) yang mengatur secara komprehensif serta memiliki
sanksi yang tegas seperti penyertaan sanksi pidana sehingga terdapat jaminan
keadilan serta kesejahteraan bagi pengguna layanan pinjaman online.

7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45
ayat 3.
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BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

kreditur sebagai pihak penyedia pinjaman online, untuk
menyelesaikan sengketa wanprestasi dengan debitur menggunakan
upaya hukum berupa preventif dan represif, yang merupakan
perlindungan hukum oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah
sebelum terjadinya pelanggaran, dan perlindungan hukum bertujuannya
untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan
perlindungan akhir (ultimum remedium) berupa sanksi seperti denda,
penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi
sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sebagimana yang telah dilakukan pihak kreditur seperti
memberikan pemberitahuan melalui pesan sms, panggilan lewat
telephone atau whatsap, untuk meberitahukan bahwa jatuh tempo akan
segera datang, jika terjadi pelanggaran maka pihak penyelenggara akan
mendatangi rumah, bahkan melakukan tndakan di luar hukum,
sepertihalnya teror, dan ancaman penyebaran data pribadi.

Setelah di terbitkanya POJK nomor 22 tahun 2023 Upaya
kreditur pinjaman online menyelesaiakan wanprestasi mengalami
perubahan dari melakukan tindakan di luar hukum berubah melalui
mekanisme secara litigasi dan non litigasi. Hal tersebut dikembalikan
kepada para pihak. Jika para pihak memilih menyelesaikan
perselisihannya melalui litigasi, maka gugatan perdata diajukan ke
pengadilan yang berwenang, namun jika para pihak memilih untuk
menyelesaikan perselisihannya melalui non litigasi, para pihak dapat
menjalankannya melalui mediasi, ajudikasi, atau Arbitrase berdasarkan
Undang-Undang Arbitrase dan Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa (LPAS) peraturan otoritas jasa keuangan No.1/Pojk.07/2014

Langkah-langkah penagihan setelah terbitkanya POJK nomor 22
tahun 2023 kreditur melakukan penagihan kepada penerima dana dengan
cara memberikan surat peringatan sesuai jangka waktu antara pemberi
pinajaman dengan penerima pinjaman disertai data informasi total
tagihan yang terdiri dari angsuran ditambah bunga. Dengan di
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keluarkanya POJK nomor 22 tahun 2023 posisi kreditur menjadi lemah
semakin besar potensi untuk dirugikan sebagai penyelenggara

Sebelum perlindungan pojk 22 tahun 2023 perlindunganya tidak
di perhatikan karena kreditur di anggap sebagai pelaku yang melakukan
penagihan di luar hukum menjadi hal tidak sesuai dengan hukum, seperti
melakukan peneroran kepada peminjam dengan alasan karena tidak mau
bayar tagihan, melakukan ancaman berupa menyebarkan data pribadi
peminjam, karena belum ada aturan khusus terkait penagihan kepada
peminjam. Sedangkan pratura POJK nomor 22 tahum 2023 yang
mengawasi tindakan PUJK sebagai pihak penyelenggara pada pasal 83
yang mengawasi serta memberi sangsi pada LAPS. Walaupun regulasi
tersebut sudah berbalik dengna peraturan sebelumnya tetapi membuat
posisi kreditur semakin lemah dan Peraturan ini berpotensi merugikan
pihak kreditur sebagai pihak penyedia dana. Mestinya peraturan
seharusnya memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk melindungai
kepentiangn para pihak.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang efektif sangat diperlukan agar
sengketa dapat diselesaikan dengan cepat. Kasus penyelesaian sengketa
tidak secara eksplisit diatur dalam sistem hukum Indonesia, sehingga
pihak-pihak yang tidak beritikad baik dalam proses penyelesaian
sengketa semakin kecil kemungkinannya untuk menderita dari situasi
ini.

B. Saran

1. Pojk dapat menerbitkan peraturan hokum yang mengatur fintech di
sektor jasa keuangan dengan regualsi yang lebih efektif terkait
wanprestasi dengan membentuk lembaga dibawah OJK yang dapat
memberikan fasilitas penyelesaian sengketa

2. Diharapkan pelaksana dalam mengatur dan memantau
perkembangan keuangan di Indonesia Kkini lebih ditekankan pada
implementasi regulasi. Tidak hanya startup fintech yang terdaftar,
startup fintech yang tidak terdaftar di OJK juga harus diwaspadai.
Alat yang efektif untuk keamanan finansial sebagai pengawasan
pemerintah .
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3. Memaksimalkan usaha OJK dalam mengenalkan dan adanya
pengarahan lebih lanjut tentang layanan Fintech, khususnya bagi
masyarakat unbanked. Selanjutnya OJK dapat membuat peraturan
untuk membentuk badan penyelesaian sengketa teknis keuangan di
Indonesia.
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